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ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENDUDUK MELALUI
PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DI KABUPATEN
' BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Study Kasus pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul)

Asih Suryanti
(asihsurvanti@gmail.com)

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Implementasi Kebijakan
Pengendalian Penduduk melalui Program Pendewasaan Usia Perkawinan di
Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilatar belakangi oleh
laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bantul dan angka pernikahan dini yang
selalu mengalami kenaikan tinggi. Kenaikan kedua hal tersebut diduga memiliki
keterkaitan yang erat satu sama lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan model
Implementasi Van Meter dan Van Horn, yaitu Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber
Daya, Hubungan Antar Organisasi, Karakteristik, Agen Pelaksana, Kondisi Sosial,
Ekonomi dan Politik, dan Disposisi Implementor. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah wawancara, Pertanyaan tertulis dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik
keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi. Hasil penelitian ini adalah bahwa
Implementasi Kebijakan Pengendalian Penduduk melalui Program Pendewasaan Usia
Perkawinan sudah berjalan dengan cukup efektif walaupun masih ditemukan sedikit
kendala serta masalah dalam pelaksanaannya. Dengan menggunakan pendekatan van
Meter dan van Hern, maka dapat dianalisis bahwa proses berlangsungnya
Implementasi Implementasi Kebijakan Pengendalian Penduduk melalui Program
Pendewasaan Usia Perkawinan sudah berjalan dengan sebagaimana yang telah
ditetapkan, walaupun masih belum optimal. Rekomendasi yang diberikan untuk Dinas
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bantul terkait pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Penduduk melalui
Pendewasaan Usia Perkawinan yaitu: 1) perlu dibuatnya standar kebijakan yang lebih
jelas dan rinci, 2) perlu adanya peningkatan sumber daya baik Dana maupun Sumber
Daya manusia, 3) perlu adanya perluasan jangkauan Komunikasi Informasi dan
edukasi, 4) perlunya sinergitas dengan program sejenis dari organisasi perangkat
daerah yang lain baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat propinsi, 5) perlu adanya
lebih mengaktifkan beberapa kegiatan di masyarakat yang merupakan bagian dari
program Pendewasaan Usia Perkawinan ini.

Kata kunci, Implementasi Kebijakan, pengendalian penduduk, program pendewasaan
usia perkawinan.
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ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF POPULATION CONTROL POLICY
TROUGH THE MATURITY OF MARRIAGE AGE
IN BANTUL DISTRICT SPECIAL REGENCY OF YOGYAKARTA
(Case study on Family Planning Control Service Community
and Village Empowerment in Bantul district)

Asih Suryanti
( asihsurvami@ omail.com)

Graduate Studies Program Indonesia Open University

This study aims to describe how the Implementation of Population Control Policy
through the Maturity of Marriage Age Program in Bantul District of Yogyakarta
Special Territory. This research is motivated by population growth rate in Bantul
regency and early marriage rate which always high increase. The rise of the two things
was suspected to have a close relationship to each other. This research used Van Meter
and Van Horn Implementation approach, they are Standard and Target of Policy,
Resources, Inter-Organization Relations, Characteristics, Implementing Agent, Social,
Economic and Political Condition, and Implementer Disposition. The method used in
this research is descriptive qualitative. Data collection techniques used were
interviews, written questions and documentation. Furthermore, the technique of data
validity used was triangulation. The result of the research is that the Implementation of
Population Control Policy through Maturity of Marriage Age Program has been run
quite effective although it was still found a bit of obstacle and ‘problem in its
implementation. By using van meter and van Hemn approach, it can be analyzed that
the process of Implementation of Implementation of Population Control Policy
through Maturing Age of Marriage Program has been run with as determined,
although it has still not optimal yet. Recommendations given to the Family Planning
Control Service Community and Village Empowerment in Bantul district related to the
implementation of the Policy of Population Control through Maturity of Marriage Age
are: 1) the need for clearer and more detailed standards of policy, 2) the need for
increased resources both Funds and Human Resources, 3) the need for extension of
Information Communication and education, 4) the need for synergyzing with similar
programs from other regional apparatus “organizations both at the district and
provincial levels, 5) it is necessary to activate some activities in the community that
they are part of this maturing age marriage program.

Keywords : Policy Implementation, population control, maturity of marriage age
program.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian
1. Landasan Yuridis, Profil dan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk

Keluarga Berencana, Pemberdayaan ‘Masyarakat Desa Kabupaten
Bantul

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Masyarakat Desa Kabupaten Bantul (DPPKBPMD) di bentuk berdasarkan
Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bantu. DPPKBPMD Kabupaten Bantul dikepalai oleh seorang
Kepala Dinas yaitu Drs. Mahmudi ,M.Si sejak bulan Januari tahun 2017.

Dari sisi kelembagaan, DPPKBPMD Kabupaten Bantul mengalami
perjalanan yang cukup pénjang hingga mencapai pada posiéi sekarang ini.
Mulai dar BKKBN Kabupaten Bantul sebelum era otonomi daerah,
kemudian menjadi badan dengan nama BKKPPKB (Tipe B) hingga akhirnya
menjadi Dinas dengan nama DPPKBPMD (Naik menjadi Type A).

DPPKBPMD beralamat di Kompleks Pemda Kabupaten Bantul Jalan
Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul. Kode Pos 55714, Nomor Telepon
(0274) 6460055. Depgan terbitnya Perbup Nomor 118 Tahun 2016 ini maka
Peraturan Bupati Bantul No. 83 Tahun 2007 tentang Rincian Tugas, Fungsi

dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan
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dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2007 Nomor 74); dan Peraturan Bupati Bantul 89 Tahun 2007 tentang
Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat
Desa Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor
89). Menjadi tidak berlaku lagi.

DPPKBPMD saat ini memiliki satu sekretariat yang di kepalai oleh
sekretaris dan tiga bidang yang dikepalai oleh Kepala Bidang, terdiri dari
Bidang Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga,
Bidang Keluarga Berencana; Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
serta Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam setiap bidang terdapat Seksi
yangdikepalai oleh Kepala Seksi (Kasi), sedangkan masing-masing Kepala
Seksi membawahi beberapa staf. Total pegawai yang dimiliki DPPKBPMD
Kabupaten Bantul saat ini adalah sebanyak 107 orang yang berstatus PNS
dan tenaga honorer sebanyak 24 (21 orang Penguat PLKB dan 3 orang tenaga
Administrasi) yang terbagi dalam 20 orang di Bidang Sekretariat, 8 orang di
Bidang DALDUK, 8 orang di Bidang KB, 17 orang di Bidang PemBerdayaan
Masyarakat dan Desa, 52 orang PLKB (PNS) ditambah 21 orang Penguat
VPLKB (Tenaga honorer) dan3 orang merupakan oufsourcing tenaga
administraéi (Kepegawaian DPPKBPMD, Mei 2017);Mengenai Tabel Daftar
Nama Pegawai dan jabatannya di DPPKBPMD ada pada Daftar lampiran.

DPPKBPN[D mempunygi tugas membantu Bupati melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan
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masyarakat dan desa. DPPKBPMD dalam menjalankan tugasnya mempunyai
fungsi sebagai berikut:
a. perumusan kcbijai(an bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
b. pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga '
berencana serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk dan
keluarga berencana serta pemberdayaan masyarakatAdan desa;
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Susunan organisasi DPPKBPMD, terdiri atas :
‘a. Sekretariat;
b. Bidang Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga,
c. Bidang Keluarga Berencana;
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
e. UPT; dan
f.  Kelompok Jabatan Fungsibnal.
DPPKBPMD dikepalai oleh seorang Kepala Dinas.Sekretariat dipimpin oleh
Sekretaris dan berkedudukan di bawah dan beﬁanggung jawab kepada Kepala
Dinas.Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan dan
pengoordin.asian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan
DPPKBPMD.Lebih jelasnya bisa dilihat pada struktur organisasi di daftar

lampiran gambar.
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Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;

b. perumusan kebijakan teknis kcselqetariatan;

c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan,
keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi dan tata laksana,
hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;

d. pengelolaan barang milik daerah;

e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan
DPPKBPMD;

f.  pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
DPPKBPMD;

g. pelaksanadn monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
Sekretariat; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Sekretariat
Sekretariat terdiri atas :

a. Sub Bagian Program;

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

c. Sub Bagian Keuangan dan Aset;

Sub Bagian Program

Sub Bagian Programdipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
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Sub Bagian Program mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan
kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.
Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bagian Program menyelenggarakan
ﬁlngsi :
a. penyusunan rencana kerja Sub bagian; |
b. penyiapan bahan pérumusan kebijakan feknis urusan perencanaan dan
evaluasi;
c. . penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan kegiatan dan
anggaran;
e. penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
f  penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan.
g. pelaksanaan m'onitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian;
dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas
“dan fungsinya.
Sub B.z‘lgian Umuﬁ dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaiandipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan
berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Sekretaris.
Sub .Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.
Dalam melaksanakan tugasnya; Sub Bagian Umum dan Keﬁegawaian

menyelenggarakan fungsi :
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penyusunan rencana kerja Sub bagian;

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;

. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;

- penyiapan dan pélaksanaan urusan kepegawaian;

penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;
penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;

penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana;

. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian;

dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangandan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset dipimpiﬁ oleh Kepala Sub Bagian dan
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan keuangan dan
aset.Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Keuangan dan Aset
menyelenggarakan fungsi :

penyusunan rencana kerja Sub bagian;

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan dan aset;
penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;

penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
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e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian;
dan

f  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga
Bidang Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga
Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui
Sekretaris. |

Bidang Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Kesejahteraén Keluarga
-dipimpin oleh Kepala Bidang.Bidang Pengendalian Penduduk dan Ketahanan
Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian pendudﬁk dan ketahanan
kesejahteraan keluarga.Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang-Pengendalian
Penduduk dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi :

a. . penyusunan rencana kerja Bidang;

b. perumusan kebijakan bidang advokasi dan pergerakan, pengendalian
penduduk dan informasi keluarga, serta ketahanan dan kesejahteraan
keluarga;

c. pelaksanaan kebijakan bidang advokasi dan pergerakan, pengendalian
penduduk dan informasi keluarga, serta ketahanan dan kesejahteraan
keluarga;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang advokasi dan pergerakan,
pengendalian penduduk dan informasi keluarga, serta ketahanan dan

kesejahteraan keluarga;
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e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang advokasi dan
pergerakan, pengendalian penduduk dan informasi keluarga, serta ketahanan
dan kesejahteraan keluarga;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang;
dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga,
terdiri atas:

a. Seksi Advokasi dan Penggerakan;

b: Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga; dan

c. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Kehiarga. |

Seksi Advokasi dan Penggerakan
Seksi Advokasi dan Penggerakanberkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bidang Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Kesejahteraan
Keluarga.Seksi Advokasi dan Penggerakan dipimpin oleh Kepala Seksi.
Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang advokasi dé.n penggerakan
pengendalian penduduk dan keluarga berencana.Dalam melaksanakan
tugasnya, Seksi Advokasi dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan -rencana kerja Seksi;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang advokasi dan

penggerakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




6543252.pdf

C. peﬁyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang advokasi dan
penggerakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana; |

d. pemberdayaan dan penggerakan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
perguliran kelompok;

e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang advokasi dan penggerakan
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

f. pelaksanaan monitloring, evaluasi dan pelaporan bidang advokasi dan
penggerakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluargaberkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan
Ketahanan Kesejahteraan Keluarga. Seksi Pengéndalian Penduduk | dan
I,nform‘asi Keluarga dipimpin oleh Kepala Seksi.Seksi Pengendalian
Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan
informasi keluarga.
Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi
Keluarga menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk

dan informasi keluarga;
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c. penylapan bé.han pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian
penduduk dan informasi keluarga;
d. - pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam
rangka pengendalian kuantitas pénduduk;
e. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
f. pengelolaan data dan informasi pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;
g. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang
pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
h. pelaksanaan moﬁitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengendalian
penduduk dan informasi keluarga,
i, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
j.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan
tugas dan fuﬁgsinya.
Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluargaberkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan
Ketahanan Kesejahtera‘aﬁ Keluarga.Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga dipimpin oleh Kepala Seksi.Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.Dalam melaksanakan
tugasnya, Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan

fungsi :
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a. penyusunan rencana kerja Seksi;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan dan |
kesejahteraan keluarga;

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketahanan dan
kesejahteraan keluarga_;

d. pelaksanaan pembinaan ketahanan keluarga'melalui tribina (Bina Keluarga
Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia);

e. pelaksanaan pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha peningkatan
pendapatan keluarga sej ahtera (UPPKS);

f pelaksanéan kemitraan untuk akses permodalan, teknologi dan manajemen

serta pemasaran hasil produksi usaha kelompok;

g penyiap@ bahan .pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang ketahanan
dan kesejahteraan keluarga;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang ketahanan dan
kesejahteraan keluarga;

i. pelaksanaan rhqnitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Bidang Keluarga Berencana
Bidang Keluarga Berencana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Keluarga Berencana
dipimpin oleh Kepala Bidang.Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksaflaan kebijakan bidang Kel{larga

Berencana.
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Dalam  melaksanakan  tugasnya, Bidang Keluarga  Berencana
menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja bidang;

b. perumusan kebijakan bidang keluarga berencana;

c. pelaksanaan kebijakan bidang keluarga berencana;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kelﬁarga berencana;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang keluarga berencana;

f  pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang;
dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Bidang Kéluarga Berencana, terdiri atas :

a. Seksi Pelayanan Keluarga Berencana,

b. Seksi Pémbinaan Kelcmbagaan; dan

" ¢. Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi.

Seksi Pelayanan Keluarga Berencana
Seksi Pelayanan Keluarga Berencana berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana.Seksi
Pelayanan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Seksi.Seksi Pelayanan
Keluarga Berencana mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan keluarga berencana.Dalam

melaksanakan  tugasnya, Seksi Pelayanan  Keluarga  Berencana

menyelenggarakan fungsi :
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a. penyusunan‘ rencana kerja Seksi;

b. penyiapan bahan pemmus@ kebijakan teknis bidang pelayanan kelﬁarga
Berencana;

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan keluarga
berencé.na;

d. pelaksanaan penyediaan, pengendalian dan pendistribusiah alat obat
kontrasepsi;

e. pelaksanaan ;;elayanan keluarga berencana,

f pelaksanaan kerja sama dengan lembaga dan instansi teknis dalam
penyusunan dan pengembangan kebijakan operasional pelayanan keluarga
berencana;

g. penyiapan.bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pelayanan
keluarga berencana;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang peléyanan keluarga
berencana;

" i.  pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Seksi Pembinaan Kelembagaan

Seksi Pembinaan Kelembagaanberkedudukan di bawah .dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana.Seksi Pembinaan
Kelembagaan dipimpin oleh Kepala Seksi.Seksi Pembinaan Kelembagaan

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
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bidang pembinaan kelembagaan keluarga berencana.Dalam melaksanakan
tugaénya, Seksi Pembinaan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi ;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan kelembagaan
keluarga berencana;

C. penyiapan' bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan
kelembagaan keluarga berencana;

d. pela;.ksanaaﬁ identiﬁkasi, klasifikasi dan stratifikasiinstitusi keluarga
berencana

€. pelaksanéan pembinaan dan peningkatan kesertaan Ber KB;

f.  pembinaan kelembagaan dan lembaga pelayanan Keluarga Berencana;

g. penyiapan _bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang
pembinaan kelembagaan keluarga berencana;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan

~ kelembagaan keluarga berencana;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Seksi Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
Seksi Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasiberkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana.
Sc;,ksi Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi dipimpin oleh Kepala

Seksi.
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Seksi Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi mempunyai tugas
menyiapkan ba;han perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan
komunikasi, informasi dan edukasi keluarga berencana. Dalam melaksanakan
tugasnya, Seksi P-elayanan Komﬁnikasi, Informasi dan Edukasi
menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan komunikasi,
informasi dan edukasi keluarga berencana;

c. penyiapan bahaﬁ pelaksanaan kebijakan teknis bidaﬁg pelayanan komunikasi,
informasi dan edukasi keluarga berencana;

d. pelaksanaan penyuluhan keluarga berencana;

e. pelaksanaan pelayanan kofnunikasi, informasi dan edukasi (KIE) keluarga
berencana;

f. . penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pelayanan
komunikasi, informasi dan edukasi keluarga berencana;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelayanan
komunikasi, informasi dan edukasi keluarga berencana;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Jabatan Fuligéional

Dalam struktur organis-asi kelompok jabatan fungsional ini berada

langsung di bawah Kepala DPPKBPMD.Jabatan Fungsional ditetapkan
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berda;c,arkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan
prosedur ketentuan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan meiaksanakannya
sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.Kelompok Jabatan Fungsional terdiri
dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkaﬁ berdasarkan
peraturan  perundang-undangan.Jumlah tenaga fungsional ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Jenis dan jénjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan
pemﬁdmg—undmgan yang berlakuPemegang jabatan Fungsional di
DPPKBPMD  adalah  Petugas  Lapangan  Keluarga  Berencana

7 (PLKB).Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

DPPKBPMD walaupun termasuk Organisasil Perangkat Daerah
Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, tetapi untuk implementasi setiap
Kebijakan atau program masih mempunyai hubungan yang kuat dengan
Perwakilan BKKBN Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Khusus untuk
Bidang Keluarga Berencana dan Bidang Pengendalian Penduduk terutama
dalam hal pengembangan dan pencapaian target program pada umumnya dan

© program PUP pada khususnya. Akan tetapi tantangan kantor/lembaga KB di |
tiap daerah, termasuk Kabupaten Bantul, seringkali dikeluhkan mengenai
terbatasnya anggaran yang dimiliki untuk mengeﬁlbangkan Program Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera.DanaAPBD yang selama ini dikucurkan
sangat kecil dib;jclnding dengan OPD lainnya. Hal ini pernah disampaikan oleh

Kepala DPPKBPMD berikut ini :

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




73 43252.pdf

TN selama ini dana dari APBD untuk mendukung pelaksanaan
program KB/KS di Kabupaten Bantul ini juga sudah ada tapi saya rasa
masih kurang dan terhitung sedikit dibandingkan dengan dana untuk
kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dari anggaran yang ada
untuk Tahun 2017 ini untuk Program KB/KS.hanya sebesar 6 M,
jumlah ini jauh dibawah dana anggaran untuk Program PMD yang
besarnya mencapai 35 M “. (disampaikan pada saat pertemuan lengkap
seluruh pegawai DPPKBPMD bulan januari 2017).

Kesenjangan dalam alokasi anggaran kegiatan ini tidak begitu kelihatan
pada saat sebelum ada penggabungan antaré. Badan KB dan Dinas
PMD.Tetapi setelah kedua SKPD tersebut berada dalam satu atap yaitu
menjadi DPPKBPMD,maka perbedaan besarnya anggaran tersebut kelihatan
begitu mencolok. Demikian juga dana dari APBN untuk mendukung progrém
KB pun hanya terbatas melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan tidak boleh
diwujudkan dalam kucuran dana segar akan tetapi harus berupa barang
maupun pengadaan sarana prasarana pendukung program KB.

Bukan merupakan hal yang mudah untuk mengembangkan program
KKBPK di level kabupaten/kotamadya, ditengah terbatasnya Dana Anggaran
Pendapatandan Belanjé Daerah (APBD) yang disediakan oleh kepala daerah
maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).Akan tetapi, ternyata
keterbatasan  tersebut  selama ini  telah .mampu diatasi  oleh
DPPKBPMDKabupaten Bantul. Terbukti selama ini DPPKBMD Kabupaten
Bantul telah konsisten memberikan sumbangan dalam rangka menekan angka
pertumbuhan penduduk dan mengadakan pelatihan bagi para stakeholder
program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KB/KS) demi
peningkatan kompetensi. Meskipun sebenarnya diyakini bahwa dengan

semakin besarnya alokasi anggaran bagi pengembangan program KB/KS di
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Kabupaten Bantul akan dapat vmeningkatkan kuantitas dan kualitas pencapaian
program tersebut di Kabupaten Bantul.
Daftar nama dan jabatan seluruh pegawai DPPKBPMD terdapat pada
lampiran. |
Sesuai dengan tupoksinya DPPKBPMD mempunyai tugas pokok
melaksanakan. pembangunan program Keluarga Berencana ( KB ), Bidang
Pengendz_ilian Penduduk (Dalduk) dan Bidang Pemberdayaan Masymakat Dan Desa
- (PMD) dimana pada tahun 2018 mendatang Dinas PPKBPMD diharapkan dapat
meningkatkanKinerja untuk mencapai tujuan yaﬁg tertuang dalam Visi dan Misi
yang telah ditetapkan. Visi dan Misi dari DPPKBPMD adalah sebagai berikut :
Visi : Terwujudnya Masyarakat Bantul yang sejahtera, Maju, Mandiri, dan
Berdaya saing Tahun 2021. '
Misi :1. Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera
2. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat
3. Mewujudkan Kemandirian dan Partisipasi Masyarakat untuk
mencapai Kesejahteraan. |
Upaya mewujudkan Visi dan Misi tersebut tersebut didukung dengan 21
program dan 52 kegiatan Dinas DPPKBPMD.Daftar Usulan program dan kegiatan

yang akan dilaksanakan oleh DPPKBPMD Kabupaten Bantul Tahun 2018 bisa

dilihat pada daftar lampiran Tabel.
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B. HASILPENELITIAN DAN PEMBAHASAN SESUAI DENGAN
RUMUSAN MASALAH
Hasil Penelitian dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah
adalah sebagai berikut :

1. Iinplementasi Kebijakan Pel'lgend'alian Penduduk di Kabupaten Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Implementasi Kebijakan Pengendalian Penduduk cukup berjalan
dengah baik di Kabupaten Bantul.Hal iﬁi terlihat dari data Daftar Alokasi
Kegiatan baik yang telah dilaksanakan maupun yang >masih berupa rencana. -
Disamping itu juga bisa dilihat dari Daftar Usulan program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan oleh DPPKBPMD Kabupaten Bantul Tahun ‘2018 .(bisa
dilihat pada lampiran) dan juga seperti apa yarig disampaikan oleh , Kepala
Bidang Pengendalian Penduduk berikut in-i:

Penduduk bisa dikatakan berjalan lancar dan bisa terlaksana sesuai
dengan yang direncanakan baik waktu pelaksanaan maupun
anggarannya”. (hasil wawancara tanggal 3 Maret 2017).

«“ Yaa selama ini pelaksanaan dari Kebijakan Pengendalian

Strategi atau cara yang ditempuh dalam Pengendalian Penduduk
antara lain melalui beberapa kegiatan, antara lain : Bakti sosial Pelayanan KB,
pemberian reward bagi Peserta KB MOP yang diampu oleh masing-masing
seksi yaitu KIE pada PUS, Pembentukan Kelompok KB Pria yang ‘
bisamengakses Pinjaman Modal, Pembentukan Motivator KB Pria,
Pembentukan F‘jorum IMP Tingkat Kabupaten yang kegiatannya antara lain
ikut memberika'jn sosialisasi tentang manfaat ikut KB bagi PUS, mengunjungi
PUS ’Unmetneejd. Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh Kasi Pelayanan

Keluarga Berenfcana pada Bidang keluarga Berencana, di bawah ini :
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“ ....kegiatan yang termasuk dalam kebijakan Pengendalian Penduduk
di sini antara lain KIE kepada PUS terutama yang belum ikut KB mbak,
juga ada Kegiatan bakti sosial untuk menjaring peserta KB Baru
bekeljasarrlla dengan Bidan dan tempat pelayanan KB baik di Rumah
Sakit maupun tempat Bidan Praktek swasta. Kegiatan yang lain yaitu
KIE tentarig KB Pria yang juga melibatkan motivator KB Pria yang ada
di Kabupaten Bantul ini. Oiya untuk meningkatkan peserta KB Pria ada
semacam reward bagi peserta KB Pria dengan metode Operasi Pria
yaitu reward berupa uang sejumlah satu juta rupiah bagi peserta MOP.
Kalo sebelumnya reward ini berupa satu ekor kambing, tetapi mulai
tahun 2016 diganti dengan uang satu juta itu”. (wawancara tanggal 4
Mei 2017)

Jenis Kegiatan dalam Implementasi Kebijakan Pengendalian
Penduduk antara 1;1in :
a. KIE tentang Alat Kontrasepsi
b. Pelayanan KB, bekerjasama dengan Fasilitas Keschatan (Faskes)
c. Pembinaan Peserta KB
d. Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
€. Bakti Sosial (Baksos)
f.  Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB
g. Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan KB
h. Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan
i.  Program Pembinaan Peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR secara
mandiri.
Hal tersebut seperti disampaikan oleh Kepala Bidang Keluarga
Berencana, berikut ini :
Ceeen J enijs kegiatan dalam kebijakan pengendalian penduduk ya
diantaranya dengan kegiatan KIE tentang alkon, pelayanan KB
kerjasama jdengan beberapa rumah sakit seperti Griya Mahardika, dan

RS DKT, pembinaan Peserta KB, IMP, baksos, pembentukan Kampung
KB, pembinaan peran sertamasyarakat agar bisa KB secara mandiri,
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juga dengan melaksanakan kegiatan Pendewasaan Usia Perkawinan.’
(Hasil wawancara pada tanggal 3 Maret 2017).

Kebijakan tentang Pengendalian Penduduk ini di Kabupaten Bantul
masih diperlukan. Seperti penuturan selaku Kepala Bidang Pengendalian
Penduduk DPPKBPMD Kabupaten Bantul:

“....1ya Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Penduduk di Kabupaten
Bantul masih sangat perlu, dan di sini yang telah dilaksanakan yaitu
dengan bermacam kegiatan seperti KIE tentang alat kontrasepsi dan
Pelayanan KB, terus yang program Keluarga Sejahtera seperti
Pembinaan terhadap kelompok UPPKS, Kelompok Bina Keluarga, dan
juga pembinaan terhadap kaderInstitusi Masyarakat Pedesaan yang
merupakan mitra kerja di tingkat bawah “. (Hasil wawancara tanggal 3
Maret 2017).

Pemahaman pemangku kebijakan tentang kebijakan Pengendalian
Penduduk, tujuan dan sasarannya juga relative baik. Hal ini terlihat pada hasil
wawancara di bawah ini :

“....kebijakan Pengendalian Penduduk merupakan Pembangunan
melalui program KB yang bertujuan menekan angka kelahiran secara
serius guna mencegah terjadinya ledakan penduduk yang berdampak
pada pembangunan secara keseluruhan” (Wawancara dengan Kabid
KB, 3 Maret 2017) '

Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh

Koord PLKB Kecamatan Kasihan :.
<“.....Kebijvakan Pengendalian Penduduk Berkaitan dengan berbagai
kegiatan untuk menekan angka pertumbuhan penduduk menjadi zero
growth .(Wawancara Tanggal 30 Maret 2017)

Demikian juga pada pernyataan dari Koordinator PLKB Kecamatan
Pandak, :

“...Kebijajkan Pengendalian Penduduk adalah Pembangunan

Kependudukan melalui program KB yang bertujuan menekan angka
kelahiran 'secara serius guna mencegah terjadinya ledakan penduduk
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yang berdampak pada pembangunan secara keseluruhan”.(Wawancara
Tanggal 3 April 2017)

Juga bisa dilihat pada pernyataan dari I Penyuluh Keluarga Berencana
kecamatan Piyungan di bawah ini :

“o Kebijakan Pengendalian penduduk adalah rumusan kebijakan

untuk membangun kesepahaman, sinergitas dan komitmen bersama

dalam mengatasi masalah kependudukan yang ada”. (Wawancara

Tanggal 4 April 2017). '

Menguatkan dengan pemyataan diatas yaitu pernyataan dar
Koordinator PLKB Kecamatan Pleret tentang Kebijakan Pengendalian
Penduduk :

“‘....Pembangunan yang berwawasan Kependudukan melalui program

KB agar dapat menckan kwantitas penduduk dan meningkatkan

kwalitas penduduk (SDM) secara serius karena perkembangan

penduduk akan mempengaruhi pada pembangunan lainnya.
(Wawancara Tanggal 4 april 2017)

Juga bisa dilihat dari pernyataan PLKB Kecamatan Pleret berikut ini :

“...Kebijakan Pengendalian Penduduk adalah Suatu kebijaksanaan
pemerintah Indonesia dalam rangka untuk menciptakan penduduk
mempunyai kwalitas SDM handal, sehingga dapat memenuhi kebutuhan
hidup tanpa mengantungkan pada pihak lain. (wawancara Tanggal 4
April 2017)

Dari hasil wawancara tersebut di atés dépat disimpulkan bahwa
implementasi Kebijakan pengendalian Penduduk di Kabupaten Bantul sudah
berjalan dengan baik dan mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas.
.Disamping progriam dengan sasaran PUS, terdapat juga Program dengan
sasaran remaja ymm Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang
Kesehatan repro%duksi Remaja dan Pencegahan Perkawinan Dini.Sesuai

dengan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Tahun
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2014-2019) yang menyebutykan bahwa BKKBN bertanggungjawab terhadap
tercapainya . indikator Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga (KKBPK). Salah satu indikator dalam KKBPK yaitu
indikator Usia Kawin Pertama (UKP). Tingginya angka pernikahan dini akan
mempengamhi angka Usia Kawin Pertama ini. Berdasarkan hasil Pendataan
Keluarga Tahun 2015 UKP kurang daﬁ 21Tahun —masih cﬁkup tinggi yaitu
32.11 % dari total jumlah Pasangan Usia Subur.(BKKBN, 2016). Data
tentang Usia Kawin Pertama ini lebih lengkapnya bisa dilihat pada lembar
lampiran Tabel tentan PUS berdasarkan Usia Kawin Pertama hasil Pendataan
Keluarga Tahun 2015.

Tingginya UKP tentu saja merupakan akibat dari masih tingginya
jumlah pernikahan»dibéwah umur yang di rekomendasikan oleh BKKBN
sesuai dengan Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga telail mengamanatkan perlunya
pengendalian kuantitgs, peningkatan kualitas dan pengarahan mobilitas
penduduk agar mampu menjadi sumber daya yang tangguh bagi
pembangunan dan ketahanan nasional. Sesuai denganUndang-undang tersebut
yang menjadi lahan garapan BKKBN di tingkat pusat dan Propinsi serta
SKPD KB di tingkat Kabupaten/Kota adalah pada Kuantitas dan Kualitas
Penduduk. |

Sebagai . perwujﬁdan dari amanat Undang-undang tersebut maka
diwujudkan d%llam suatu Kebijakan yaitu Kebijakan Pengendalian
Pertumbuhan Penduduk ini. Hal ini sesuai dengan forum ICPD (International -

Conference on Population and Develop-ment) di Bangkok 11-17 Desember
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2002, setiap negara termeisuk Indonesia harus mampu melahirkan kebijakan-
kebijakan nasiopal.tentang kependudukan, terutama yang berkaitan dengan
kesejahteraan penduduk yang mencakup pcléyanan kesehatan, akses terhadap
pendidikan, kesehatan reproduksi, menekan Angka .Kcmatian Ibu (AKIj, serta

pencegahan dan penanganan penyakit menular.

. Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan di kabupaten

Bgntul daerah istimewa Yogyakérta

Disamping program dengan sasaran PUS, terdapat juga Progrmn
dengan sasaran remaja yaitu KIE tentang Kesehatan reproduksi Remaja dan
Pencegahan Perkawinan Dini. Adapun program yang dilaksanakan selain
dengan KJE tentaﬁg alat kontrasepsi, juga dengan program Pendewasaan Usia
Perkawinan.

Program Pendewasaan Usia Perkawinan sebagai salah satu Program
dalam Kebijakan Pengendalian Pcrturﬁbuhan Penduduk-di Kabupaten Bantul
Daerah IstimewaYogyakérta. PendewasaanUsia Perkawinan (PUP) adalah
upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai
usia minimal pada saat perkawinan yaitu 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun
bagi pria. Apabila seseorang gagal mendewasakan usia perkawinannya, maka
dianjurkan untuk penundaan kelahiran anak pertama. Dengan menunda usia
perkawinan, diharapkan. para remaja lebih siap dalam memasuki rumah
tangga dan memjjbina keluarga yang lebih harmonis.

Tujuan dan program Pendewasaan Usia perkawinan di Kabupaten

bantul yaitu mémberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar
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didalam merengaﬁgkan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai
aspek berkaitajn dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental,
emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak
kelahiran. Saiah satu program pembangunan yang berkaitan dengan
kependudukan adalah Prégram Keluarga Berencana yang bertujuan
mengendalikan  jumlah pénduduk diantaranya melalui  program
PendewasaanUsia Perkawinan (PUP). Program Pendewasaan Usia
Perkawinan dipérlukan karelnlal “beberapa hal sebagai berikut:

Semakin banyaknya kasus pernikahan ﬁsia dini;

Banyaknya kasus kehamilan tidak diinginkan;

Banyéknyé kasus pernikahan usia dini dan kehamilan tidak diinginkan
menyebabkan pertambahan penduduk makin cepat (setiap tahun bertambah
sekitar 3,2 juta jiwa); |

Karena pertumbuhan penduduk tinggi, kualitasnya rendah;

Menikah dalam wusia muda menyebabkan keluarga sering tidak
harmonis,sering cekcok, terjadi peréelingkuhan, terjadi KDRT, rentan
terhadap perceraian.

Seperti apa yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pembinaan
Kelembagaan Bidang Keluarga Berencana DPPKBPMD Kabupaten bantul
berikut ini :

“ ...Program Pendewasaan Usia perkawinan ini bertujuan untuk

memberlkan pengertian kepada remaja agar mereka menikah pada usia

yang telah benar-benar siap seperti apa yang dianjurkan oleh BKKBN

yaitu untuk wanita tidak kurang dari 20 tahun dan untuk pria 24 atau 25

tahun. Dar1 segi ekonomi juga apabila umur sudah siap maka mereka

akan mudah memenuhi kebutuhan rumah tangganya,sehingga tidak
banyak mpmmbulkan masalah. (wawancara pada tgl 5 Mei 2017).

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




8243252 pdf

Pemahaman Pelaksana Kebijakan terhadap Program Pendewasaan
Usia Perkawinan ini juga baik, hal ini bisa dilihat dari pernyataan beberapa
responden dari Pelaksana Kebijakan di lapangan di bawah ini :

....Tujuan dari Program PUP yaitu Menurunkan angka pernikahan dini.
Kegiatannya Diskusi, Sosialisasi .Materi BKR dan PIK R, Triad KRR
(wawancara dengan PLKB Kasihan, 3 Maret 2017)

.....Pendewasaan Usia Perkawinan bermaksud menunda perkawinan
usia bagi wanita tidak kurang dari 20 tahun dan pria tidak kurang dari
25 tahun dengan harapan telah mampu/siap baik fisik maupun mental
terlebih dahulu atau lebih mapan. (Wawancara dengan PLKB Imogiri,
Maret 2017) ' '

..... PUP atau Pendewasaan Usia Perkawinan adalah upaya untuk
meningkatkan usia perkawinan pertama, sehingga mencapaiusia
minimal 20 tahun bagi wanita dan usia 25 tahun bagi pria dan
mengusahakan agar usia kehamilan pertama terjadi pada usia yang
cukup dewasa. (Wawancara dengan PLKB Piyungan, April 2017)

..... Tujuan PUP yaitu untuk memberikan pemahaman dan kesadaran
bagi remaja agar dalam merencanakan keluarga  dapat
mempertimbangkan berbagai aspek misal aspek ekonomi, kesehatan,
psikologi, pendidikan, kependudukan dan KB. (Wawancara dengan
Koordinator PLKB Kecamatan Pleret 4 April 2017)

.....Tuyjuan dari Program PUP adalah :Meningkatkan Usia perkawinan
laki-laki usia min 25 tahun dan perempuan Min 21 tahun ;
Meningkatkan Pengetahuan dan pengalaman dalam rangka usaha untuk
memperoleh pendapatan; Meningkatkan pengetahuan phiskis khususnya
dalam menghadapi probelma dalam keluarga;Mempunyai pekerjaan
yang mantap. Adapun Sasaran :Program PUP yaitu Keluarga yang
punya anak remaja , termasuk remaja itu sendiri. (Wawancara dengan
PLKB Kecamatan Pleret , 3 Maret 2017)

PUP merupakan program turunan dari Kebijakan Pengendalian
VlPenduduk. Sasaran utﬁma dari program ini adalah masyarakat, khususnya
masyarakat usizfi remaja. Program Pendewasaan Usia Perkawinan yang
dilaksanakan dil Kabupaten Bantul melalui beberapa kegiatan antara lamn

:GenRe (Generasi Berencana), Pik Remaja, KIE Kesehatan Reproduksi dan
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juga Bina Keluarga Remaja. KIE tentang PUP dan kesehatan reproduksi bagi
remaja melalui Sekolah Menengah Atas (SMA,. SMK, dan MA), Pélatihan
kader dan Pengelola Kelompok BKR, Pembagian Leaflet tentang
Pendewasaan Usia Perkawinan, Siaran Radio dengan ’i‘ema Pendewasaan

Usia Perkawinan dan Road show PUP bekerjasama dengan BPPM DIY.

Khusus untuk kegiatan Road Show PUP ini baru dilaksanakan mulai
tahun 2017 ini. Kegiatan .i1_.1i dilaksanakan melaluj kerjasama dengan BPPM (
Badan ?emberdayaah Perempuan dan Masyarakat) DIY. Kegiatan ini berupa
sosialisasi tentang pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan bagi
masyarakat khusunya remaja. Kegiatan ini din_amakan Roadshow karena
dilaksanakan marathon di semua Kabupaten/Kota se Daerah Istimewa

Yogyakarta.

Sepérti disampaikan oleh Kepala Seksi Pengembangan Kelembagaan

Bidang Keluarga Berencana DPPKBPMD berikut ini :

”....ya kegiatan ini bukan seperti roadshow arak-arakan keliling di
jalan dengan iring-iringan kendaraan mbak, tapi semacam sosialisasi
tentang Pendewasaan Usia perkawinan,seperti tentang kesehatan
Reproduksi dengan sasaran remaja dan dinas instansi terkait”
(wawancara tanggal 5 Mei 2017)

Dalam beberapa kegiatan tersebut selalu diberikan materi tentang
merencanakan kapan akan menikah dengan menunda usia perkawinan sampai
minimal 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Dengan
perencanaan daljl persiapan kehidupah berumah tangga, kapan harus hamil,

berapa jarak kelahiran, dan bercita-cita untuk mewujudkan keluarga kecil
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yang bahagia dan sejahtera, sehingga kelak menjadi keluarga yang berkualitas
- dan dapat mencegah ledakan penduduk di masa yang akan datang.

Penundaan usia perkawinan juga secara langsung memberi dampak
mempercepat penurunan tiﬁgkat kelahiran. Di samping itu, pendewasaan usia
perkawinan juga berdampak positif pada penurunan kematian ibu, anak, dan
bayi karena pada saat melahirkan ibu lebih matang dan dewasa.

PUP merupakan salah satu altemati\;e Program dalam Kebijakan

Pengendalian Penduduk karena di latar belakangi hal-hal oleh sebagai berikut

a. Semakin banyaknya kasus pernikahan usia dini
b. Banyaknya kasﬁs kehamilan tidak diinginkan
c. Banyakny-a kasus pernikahan usia dini dan kehamilan tidak
diinginkan menyebabkan pertambahan penduduk makin cepaf (setiap
tahun bertambah sekitar 3,2 juta jiwa).
d. Pertumbuhan penduduk tinggi, kualitasnya rendah
e.. Menikah dalam usia muda menyebabkan keluarga sering tidak
harmonis, sering cekcok, terjadi perselingkuhan, terjadi KDRT, rentaﬁ
terhadap Perceraian. |
Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pelaksana
Kebijakan di Kabﬁpaten Bantul mempunyai pemahaman yang baik terhadap
tujuan dari program PUP ini. Hal ini bisa dilihat pada hasil wawancara dan
pengisian jawaban pada kﬁis pertanyaan yang penulis sampaikan kepada
responden. J awaban tersebut pada intinya adalah sebagai berikut : PUP ini

mempunyai tujuém Memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar
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didalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai
aspek  berkaitan dengan . kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik,
mental,emosional, pendidikan, social ekonomi serta menetukan jumlah dan
jarak kelahiran.

Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan program PUP di
Kabupaten Bantul diantaranya dengan mengadakan KIE Aditingkat lini
lapangan melalui pertemuan rutin, siaran di Bantul Radio dengan tema PUP,
road show PUP bekerjasama Adengan BPPM (Badan Pémberdéyaan
Perempuan dan Masyarakat) DIY. (Disampaikan oleh Kabid KB dan
dokumen kegiatan, serta hasil observasi kegiatan)

Sﬁategi yang lain yaitu dengan meningkatkan kualitas kegiatan BKR,
PIK Remaja dan KIE Kesehafan Reproduksi Sehat dengé.n sasaran Remaja
baik melalui jalur masyarakat maupun jalur Sekolah. Upaya Pepingkatan
kualitas kegiatan tersebut diantaranya melalu pelatihan bagi kader BKR‘dan
juga PIK Remaja yang dilaksanakan oleh DPPKBPMD.(disampaikan oleh
Kabid Pengendalian Pendudukdan dari dokumen kegiatan dan hasil observasi
saat berlangsungnya kegiatan).

Kegiatan yang lain yaitu bekerja sama dengan dinas instansi terkait
seperti Dinas Kesehatan, Kantor Kemenag dan dinas pendidikan Kabupaten

Bantul, Perwakilan BKKBN DIY dan BPPM DIY.
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3. Hambatan dalam Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pengendalian
Penduduk M?elz.llui Program Pendewasaan Usia Perkawinan di
Kabupaten Ba;ltul Daerah Istimewa Yogyakarta.

.Dal'am pelaksanaan Kebijakan tentu saja tidak lepas .Vdari adanya
hambatan dan kendala yang tidak bisa dihindarkan.Demikian juga dalam
Implementasi Program PUP di kabupaten Bantul ini ada beberapa hal yang
menjadi hambatan dan kendala yang merupakan faktor penghambat dalam
pencapaian tujuan program.

Hambatan dan kendala tersebut antara lain :

a. Keterbatasan-anggaran dan SDM, persepsi pemahaman yang belum
sepaham dengan juknis PUP.

b.' Kurangnya sumberdaya baik dalam pendanaan maupun sumberdaya '
manusia.

Hal tersebut biéa dilihat dari pernyataan dari ,Kepala Bidang Keluarga
Berencana berikut ini :

“....Hambatan dari Faktor Internal yaitu keterbatasan anggaran dan

SDM, sedangkan Faktor Eksternal yaitu persepsi pemahaman yang
belum sepaham dengan juknis PUP. (wawancara tanggal 3 Maret 2017)

Hambatan dan Kendala dalam Implementasi PUP ini juga terdapat pada

- sasaran Program.Seperti dalam kegiatan PIK }Remaja dengan basis sekolah,
apabila pendidik;c,ebaya dan konselorsebaya telah lulus dari sekolah tersebut,
maka pada kelompok P’ik R tersebut tidak lagi mempunyai pendidiksebaya
dan konselorse‘;baya apabila tidak ada pelatihan dari pemerintah. Hal ini
seperti disampaikan oleh Guru Pembina PIK R Bhuma SMAN 1 Pleret di

bawah ini :

i
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....... kendala yang ada pada kegiatan PIK R dari segi SDMnya yaitu
tidak adanya regenerasi bagi Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya bu, -
karena setélah mereka lulus tidak langsung ada penggantinya terutama
yang sudah ikut pelatihan”. (Hasil Wawancara tanggal 19 April 2017)

Dalam hal frekuensi kegiatan PIK Remaja di sekolah juga belum bisa rutin
dan ‘terjadwal dengan teratur. Kegiataﬁ yang dilakukan selama ini hanya
apabila ada undéngan dari pemerintah unutk mengikuti kegiatan di tingkat
kabupaten.Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Pembimbing PIK R -
Bhuma SMANAl Pleret; o

“ Kegiatan Pik R disini masih insidental apabila ada undangan dari

pemerintah atau kegiatan pada event tertentu saja”. (Hasil wawancara
tanggal 19 April 2017)

Anggota yang memanfaatkan konseling dengan konselor sebaya di kelompok
PIK Remaja4 juga masih sedikit, merekz; cenderung memiliﬂ guru Bimbingan
Konseling yang sekaligus pembimbing dalam kegiatan PIK Remaja di
sekolah tersebut sebagai tempat menyampaiakan permasalahan yang mereka
hadapi. Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh guru pembimbing PIK
Remaja Bhuma SMA N 1 Pleret berikut ini :

“ kebanyakan siswa disini masih agak malu dan sungkan untuk

konsultasi pada forum Pik Remaja, mereka lebih senang konsultasi

dengan guru BK, mungkin karena malu atau khawatir kalo masalah

yang dihadapi akan diketahui oleh teman-teman yang lainnya bu,”
(Hasil Wawancara tanggal 19 April 2017)

Pada kegiat;n KIE dengan materi Kesehatan Reproduksi remaja dan
bahaya menikahi di usia muda juga masih banyak remaja sebagai sasaran
kegiatan merasa halu dan sungkan untuk bertanya kepada nara sumber. Ada
sebagian dari mejreka mengajukan pertanyaan melalui telepon setelah selesai

kegiatan KIE jtersebut. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak
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S’uryadiRahano; selaku nara sumber pada beberapa kegiatan KIE yang
dilaksanakan di sekolah tingkat SLTA di kabupaten Bantul. Seperti yang
terjadi pada saat dilaksanakan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja dan
bahaya Nikah Di usia Dini di SMAN 1 Piyungan, mereka antusias untuk
mengikuti kegiatan KIE ini tetapi setelah dibuka forum Tanya jawab, tidak
ada satupun siswa yang bertanya (Hasil observasi pada kegiatan KIE
Kesehatan Reproduksi dan Bahaya Nikah DiI;i di SMAN 1 Piyungan tanggal
24 April 2017)

Hambatan dan kendala dalam pencapaian tujuan program PUP yang
disampaikan oleh PLKB selaku pelaksana Kebijakan/Program di Lini
-lapangan (Kecamatan -dén Desa) aﬁtara lain :

" a. 'UU yang masih membolehkan usia 16 tahun untuk menikah

b. Peran ‘orang tua dalam memberikan pengetahuan l;epada anaknya
tentang reproduksi belum semua melakukan (tabu) |

c. Pergaulan dalam mengakses sosial media.

b. Masih ada perkawinan dibawah 20 tahun Kendala yang lain yaitu :

c. Ada yaitﬁ kesadaran sasaran (remaja dan Ortu) belum seluruhnya
timbul, terbatasnyalsarana dan prasarana serta dukungan anggaran.

d. Pemahaman Mate;i Program Pendewasaanusia Perkawinan masih
kurang. .

e. Pericumpu}an yang ada ditingkat Dusun/RT yang dibahas cenderung
kebutuhan]‘ sosial masyarakat dan sekilas info dari pemerintah.

f. Pérkumpu}lan lebih disibukan dengan arisan, simpan pinjam.
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Hal tersebut bisa dilihat pada apa yang disampaikan oleh Penyuluh
Keluarga Berencana Kecamatan Pleret berikut ini :

113

...... yang menjadi hambatan dan kendala ya seperti kelompok PIK R
dan BKR belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan,baikrutinitas
kegiatan maupun kualitas dari kegiatan tersebut”.(Wawancara tanggal 5
Mei 2017)

Dar1 hasil wawancara tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Dalam

. .pelaksanaan  Kebijakan Pengendalian Penduduk melalui Program

Pendewasaan Usia Perkawinan 'di Kabupaten Bantul terdapat beberapa
hambatan dan kendala yang merupakan faktor penghamBat dalé.m pencapaian
tujuan program.
Hambatan dan kendala tersebut antara lain :
a. Keterbatasan anggaran dan SDM, persepsi pemahaman yang belum
sepaham dengan juknis PUP. |
b. Kurangnya sumberdaya b_éik dalam pendanaan maupun sumberdaya
manusia.

c. Sasaran Kebijakan yang masih belum memahami tentang manfaat dari

kebijakan.

4. Kebijakan yang Pernah Digunakan untuk Mengatasi Kendala dan
Hambatan dalam Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan

di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.
Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi program
PUP tersebut selama ini berusaha diminimalisir dengan beberapa usaha

antara lain :
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a. Selalu kerjasama dengan isntansi terkait dan penyuluhan pada
masyérakat.

b. Pendekatan pada tokoh masyarakat dan kader, Pelaksanaan pertemuan
rutin, advokasi ke Pémdes, dukungan anggaran APBDes.

c. Peningkatan Pemahaman tentang pendewasaanUsia Perkawipan pada'
tokoh masyarakat baik formal. maupun non formal.

d. Meningkatan Pengetahuan kader BKR tentang materi BKR.

e. Menghidupkan kelompok BKR.

f. Memasukkan materi_ program PUP sedikit demi sedikit pada pertemuan
ditingkat Dusun/RT.

g. Hambatan dan kendala pada penjangkauan sasaran karena sifat remaja
yang tertutup dan malu untuk curhat i(e tenaga kesehatan maka
dilakukan Upaya membuka akses melalui Sosial Media (WA, FB,Line,
dll) yang lebih - memungkinkan sasaran untuk curhat ke tenaga
kesehatan . Hal. ini seperti yang disampaikan Bagian Kesmas dari Dinas

Kesehatan Kabupaten Bantul berikut ini :

“.....untuk mengatasi rasa malu dan sungkan dari remaja ya dengan
dibukanya akses melalui telpon, sms dan media social bu, seperti
Watshap, Face book, Line, dan sebagainya dan ternyata dengan media

itu banyak remaja yang meresponnya.”’(Hasil wawancara tanggal 17.
April 2017) '

Pernyataan yang serupa juga disampaikan oleh Kepala Bidang

Pengendalian penduduk berikut ini :

“o biasanya remaja masih malu-malu untuk bertanya di dalam
forum KIE mbak, tetapi diluar forum mereka banyak yang mengajukan
pertanyaan baik melalui telepon maupun sms dan WA pada kami

(Hasi]l wawancara Tanggal.3.April 2017).
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Untuk melengkapi data dari hasil wawancara penulis juga melakukan
observasi pada beberapa kegiatan yang merupakan pelaksanéan dari Program
Pendewasaaﬁ Usia Perkawinan ini. Selain itu juga dengan melihat data
dokumen yang befkaitan dengan Implementési Kebijakan Pengendalién
Penduduk melalui Program Pendewasaan Usia Perkawinan ini.

Dari hasil wawancara dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa
untuk mengatasi hambatan dan kendala dari Implementasi Program
Pendewasaan Usia PerkaWinan di Kabupaten Bantul telah dilakukan den-gan
beberapa cara baik -melalui pelaksana kegiatan ataupun sarana dan pra sarana |

yang lebih lengkap dan mudah diakses oleh sasaran Kebijakan/program.

h

Tingkat éfektiﬁtas Kebijakan yang digunakan untuk mengatasi Kendala
dan Hambatan dalam Implementasi Pl_‘ogram Pendewasaan Usia
- Perkawinan di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan dan kendala
yang ada dalam Implementasi Progfam PUP selama ini cukup efektif.Dengan
membuka kesempatan untuk bertanya melalui telepon‘ atau media online
terbukti cukup @fektif dan efisien untuk kegiatan KIE PUP ini.

Dengan memasukkan materi PUP pada pertemuan yang melibatkan
anggota masyarakat seperti PKK mulai dari tingkat RT, dusun, Desa, sampai
tingkat Kabupaten terbukti bisa memperluas jangkauan sasaran untuk
menyapaikan isi pesan dari program PUP ini.

Dengan mengadakan pelatihan bagi kader dan pengelola Kelompok

BKR dan PIK remaja terbukti bisa meningkatkan kompetensi mereka pada
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kegiatan yang ada pada Program PUP. Dengan melakukan pendekatan pada
tokoh formal dan informal seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, guru
terbukti efektif dan efisien untk implementasi program PUP ini karena mereka
adalah key person yang menjadi panutan masyarakat pada umumnya dan
remaja pada khususnya.

Untuk memperhias jangkauan sasaran informasi tentang PUP dengan
menyebar brosur dan leaflet terbukti cukup efektif ~dan efisien .untuk
menambah pengetahuan mereka tentang kesehatan reproduksi dan bahaya
atau efek negative dari pernikahan dini. Seperti yang disampaikan oleh
Kepala Seksi Bidang Keluarga Berencana berikut ini:

“.;.itu mbak di rak banyak leaflet baik tentang Kesehatan Reéproduksi
maupun yang lainnya, itu kami bagikan pada masyarakat baik secara
langsung maupun melalui PLKB dan Institusi Masyarakat Pedesaan”

- (wawancara tgl 4 Mei 2017).
Dari hasil wawancara tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa selama
ini cara yang ditempuh untuk mengatasi hambatan dan kendala "dalam
Implementasi Kebijakan Pengendalian Penduduk melalui program

Pendewasaan Usia Perkawinaan di Kabupaten Bantul cukup efektif untuk

mempermudah pencapaian tujuan dari Kebijakan tersebut.

6. Kebijakan yang Sebaiknya Digunakan Untuk Mengatasi Kendala dan
Hambatan dalam Implementasi Program PendewasaanUsia Perkawinan

di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.
Untuk mengatasi hambatan dan kendala .yang ada dalam implementasi
Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kabupaten Bantul Daerah

Istimewa Yogyakarta selain melanjutkan upaya yang telah ditempuh selama
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ini seperti SosialisasiPendewasaan Usia Perkawinan melalui penyuluhan,
Mengaktifkan Kegiatan Kelompok Bina Keluarga remaja, Genre dan Pik
remajaserta di tambah dengan kegiatan antara lain_:

a. Rencana perluasan jangkauan sasaran KIE PUP dengan materi
kesehatan reproduksi remaja dan bahaya menikah diusia muda. Kalau
sebelumnya sasaran hanya pada siswa tingkat SLTA, maka untuk yang
akan datang di tambah dengan siswa tingkat SLTP. Mengapa demikian?
Hal tersebut dengan alasan bahwa usia pada tingkat SLTP yaitu antara
12 tahun sambai dengan 15 tahun sudah masuk dalam kategori usia
remaja, dimana pada usia tersebut sudah rentan terhadap pengaruh
pergaulan yang mengaraﬁ kepada hubﬁngan lawan jenis». Seperti yang
disampaikan oleh Kepala Bidang Pengendalian penduduk berikut ini :

...... untuk saat ini sasaran KIE tentang PendewasaanUsia
Perkawinan sebatas pada remaja usia SMA, tetapi rencana kami
juga akan menyasar remaja usia SMP, mungkin untuk tahun 2018
nanti mbak “. (hasil wawancara tanggal 4 Mei 2017).

Sebenarnya pemberian KIE tentang Kesehatan Reproduksi remaja
dan bahaya menikah di Usia Dini pernah juga dilaksanakan dengan
sasaran anak sekolah tingkat SLTP beberapa tahun yang lalu, tetapi
tanggapan mereka kurang antusias dan masih kelihatan asing dengan
materi yang disampaikan. Seperti apa yang disampaikan oleh Kasi KIE, .
Advokasi dan Penggerakan Bidang Pengendalian Pendudﬁk DPPKBPMD,
berikut ini :

“......dulu itu pernah juga menyasar anak usia SMP mbak, tetépi_

kelihatan kalo mereka itu masih sangat asing dengan materi yang
disampaikan dan waktu diadakan dialog tidak begitu nyambung,
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- kemudian untuk tahun berikutnya yang sasaran anak usia SMP
kami hentikan dan hanya pada anak usia SMA saja. Tetapi
kelihatannya sekarang ini memang perlu untuk kembali menambah
sasaran pada remaja usia SMP itu, dengan makin meningkatnya
angka pernikahan dini, seperti banyaknya anak yang belum lulus
SMP sudah hamil sehingga terpaksa menikah di usia muda “.
(wawancara pada tanggal 5 Mei 2017). :

b. Menambah kuantitas dan kualitas pelaksana program baik yang berada
di kantor maupun petugas lapangan, diantaranya dengan mengadakan
pelatihan bagi provider sehingga tujuan program bisa tercapai dengan
adanya implementor yang memadai baik dari segi kuantitas maupun
kualitasnya. Hal ini seperti disampaikan oleh Kepala Bidang Keluarga
Berencana DPPKBPMD berikut inj

.......saat ini memang tenaga yang bertugas untuk menyampaiakn

materi tentang pendewasaan Usia Perkawinan seperti Kesehatan
Reproduksi Remaja masih sangat terbatas baik darisegi kualitas

- maupun Kuantitas, kami meréncanakan untuk mengadakan
pelatihan bagi petugas terutama petugas lapangan mbak “. (hasil
wawancara tanggal 4 Mei 2017).

c. Membuat usulan anggaran yang lebih besar dari tahun sebelumnya untuk

kegiatan yang berkaitan dengan Program Pendewasaan Usia Perkawinan ini
. sehingga bisa mencukupi kebutuhan baik sarana maupun prasarana yang
diperlukan.
Anggaran yang selama ini tersedia” untuk kegiatan Bidang KB/KS
khususnya kegiatan yang berkaitan dengan Program PendewasaanUsia
Perkawinan masih sangat terbatas, untuk itu pada tahun anggaran berikutnya
diupayakan unuk menambah usulan Anggaran untuk kegiatan ini.
Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh beberapa pengampu

kegiatan ini, salah satunya yang disampaikan oleh Kepala Bidang Keluarga

Berencana DPPKBPMD, berikut ini :
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s untuk anggaran kegiatan KB/KS saat ini memang kecil
apalagi setelah digabung dengan dinas Pemberdayaan Masyarakat
Desa, kelihatan kalo hanya sekian persennya saja dari anggaran
untuk bidang PMD, makanya rencana akan menambah usulan
anggaran pada Progtram KB/KS pada umumnya dan program PUP
pada khususnya” (wawancara dengan Kepala Bidang pengendalian
Penduduk tanggal 4 Mei 2017) :

Dari hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa langkah
yang sebaikya diambil u_ntﬁk mengatasi hambatan dan kendala implementasi
program pendewasaan usia perkawinan antara lain bisa ditempuh dengan cara
perluasan jangkauan sasaran KIE PUP dengan materi kesehatan reproduksi
remaja dan bahaya menikah diusia muda, mengadakan pelatihan bagi provider
sehingga tujuan program bisa tercapai dengan adanya implementor yang

memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, Membuat usulan

anggaran yang lebih besar dari tahun sebelumnya.

C. Analisis Tambahan Berdasarkan Dimensi Yang Mempengaruhi
Implementasi Kebijakan dan Teori Implementasi Kebijakan

Berdasarkan dimensi yang berpengaruh terhadap keberhasilan
Implementasi Program PUP dalam penelitian ini bisa dilakukan analisis
sesuai dengan Faktor-faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Implementasi
berdasarkan Model Implerﬁentasi Kebijakan dari Van Meter dan Van Horn
sebagai berikut : |

1. Diniensi Kejelasan tujﬁamdan sasaran kebijakan
Kebijakan Pengendalian Penduduk melalui Program Pendewasaan Usia
Perkawinan di kabupaten Bantul ini mempunyai tujuan dé.n sasaran
Kebijakan yang jelas. Dimensi ini didasarkan pada kepen;cingan utama

terhadap terhadap faktor-faktor yang menentukan keberhasilan atau kinerja
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implementasi kebijakan atau program. Dalam implementasi kebijakan yang
bertujuan untuk mengubah perilaku individu yang berkaitan dengan nilai
dan kepercayaan akan berbeda tingkat kesulitan terutama hambatan dan
kendalan};a dengan Implementasi Kebijakan yang tidak berkaitan dengan
perubahan perilaku. yang menyangkut tentang nilai kepercayaan individu.
Implefnentasi Kebijakan PUP ini mempunyai tujuan untuk mengubah
perilaku individu yang berkaitan dengan nilai individu dimasyarakat.

Hal tersebut di atas -sesuai dengan pernyataan Van Meter dan Van Horn
dalam Winarno (2016 : 149) bahwa pemahaman tentang tujuan umum
aupun ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan merupakan satu
hal yang penting. Menjadi hal yang sangat penting untuk member perhatian
pz;da kejelasan ukuran dasar dan tujuan-tujuan implementasi. Ukuran atau
standar kebijakan tidak dapat dilaksanakan kecuali jika ukuran-ukuran dasar
dan tujuan-tujuan itu dinyatakan dengan cukup jelas. Van Meter Van Horn

. menyatakan bahwa prospek-prospek tentang implementasi kebijakan yang
efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dgn tujuan-tujuan yang
dinyatakan, dan oleh ketepatan serta konsistensi dalam mengkomunikasikan

ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan tersebut.

2. Dimensi Sumber Daya
Dimensi yang kedua yang memi)engaruhi keberhasilan Implementasi
Kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya dalam implementasi kebij akém |
menurut Edwards, terbagi menjadi sumber daya manusia (pelaksanan

kebijakan) dan sumber daya financial .
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Berdasarkan dimensi sumber daya dalam pénelitian ini diperoleh
temuan bahwa Implementasi PUP ini tentu saja tidak akan berhasil dengan
baik bila tidak. didukung oleh sumberdaya baik secara finansial maupun
dalam Sumberdaya Manusia sebagai pelaksana Kebijakan.

Dalam hal sumberdaya manusia Implementasi Kebijakan Pengendalian
' Penduduk melalui program Pendewasaan Usia Perkawinan  tersebut

DPPKBPMD memerlukan  dukungan demi keberhasilan  dengan

memperhatikan aspek-aspek sebagai beﬁkut :

a. Diperlukan tenaga pengelola administrasi umum, kepegawaian, dan
keuangan serta tenaga .perenéana yang mampu menyusun rencana
kegiatan berbasis kinerja dengan optimalisasi anggaran yang tersedia, dan

' mampu melaksanakan secara profesional.
b. Untuk penyebarluasan informasi mengenai materi dalam program
- Pendewasaan Usia Perkawinan péda sasaran diperlukan tenaga fasilitator
dan tenaga penyuluh .yang langsung berhubungan dengan
masyarakat/sasaran program.

c. Efektifnya implementasi Kebijakan Pengendalian Penduduk melalui
Program PendewasaanUsiaA Perkawinan sangat ditentukan oleh peran
semua stake holder secara terpadu khususnya dalam advokasi dan
sosialisasi program. |
Jika dikaitkan dengan teori Implementasi dari Edwards (dalam Winarno,

2016: 161) ,_mengenai sumberdaya manusia menyatakan bahwa meskipun

adanya keterbatasan jumlah tenaga pelaksanan kebijakan dapat menimbulkan

permasalahan atau menjadi kendala, namun jumlah tidak selalu mempunyai
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efek positif bagi implementaéi kebijakan. Hal ini berarti bahwa jumlah tenaga
pelaksana yang cukup tidak secara otomatis berpengaruh positif terhadap
keberhasilan implementasi kebijaka. Faktor yang lebih penting adalah terletak
pada kompetensi yang dimiliki oleh para pelaksana itu sendiﬁ. Dengan
demikian dalam melaksanakan sebuah kebijakantidaklah cukup hanya
dengan jumlah pelaksanan yang memadai untuk melaksanakan suatu
kebijak_an, namun para pelaksana juga harus ﬁmilih pengetahuan dan
ketrampilan-ketrampilaq yang diperlukan untuk melaksanakan pekeﬁ aan.

Kurangnya pengetahuan Atentang bagaimana program diimplementasikan
mempunyai konsekuensi secara langsung. Pertama, beberapa tanggungjawab
secara sungguh-sungguh tidak akan dipenuhi oleh waktunya, dan kedua,
ketidakeﬁsienan. Kekurangan iﬁformasi juga dapat menyebabkan sebuah
kebijakan tidak pernah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dari aspek sumber daya finansial implementasi Kebijakan Pengendalian
Penduduk melalui Program Pendewasaan Usia Perkawinan ini memerlukan.
dukungan dana yang memadai untuk mempercepat capaian tujuan program.
Selama ini dukungan dana yang diberikan untuk Program ini termasuk kecil
dibandingkan dengan jumlah dana untuk program yang lain di lingkungan
dinas PPKBPMD. Termasuk sumberdaya ﬁnansial ini di dalamnya adalah
fasilitas yang tersedia untuk implementasi kebijakan.

Menurut Van Meter Van Horn (dalam Winarno, 2016 : 153) kaitannya dengan
dimensi sumber daya ini, implementasi kebijakan yang berhaéil juga
merupakan fungsi dari kemampuan organisasi pelaksanan untuk melakukan

apa yang diharapkan untuk dikerjakan. Kemampuan mengimplementasikan 4
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Kebijakan mungkin dihambat oleh factor-faktor sépeti staf yang kurang
terlatih dan beban kerja yang over load, informasi yang tidak memadai, dan

sumber-sumber dana financial atau adanya hambatan waktu yang terbatas.

3. Dimensi Disposisi / Sikap Pelaksana Kebijakan

Faktor ketiga yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan adalah
disposisi atau sikap para pelaksana. Terkait dengan sikap dan dukungan dari
pelaksana dalam penelitian ini ditemukan bahwa Kebijakan Pengendalian
Penduduk memalui Program Pendf_:wasaan Usia Perkawinan di Kabupaten
Bantul, Para Pelaksana Kebijakan ( implementor ) yang bertugas _meinberikan
penyuluhan untuk mengubah perilaku yang erat hubungannnya dengan nilai
kepercayaan masyarakat akan berbenturan dengan individu yang mempunyai
pemahaman yang tidak pro akif terhadap program PUP. Oleh karena itu
program ini akan menjadi sulit diimplementasikan apabila personel yang
ditugaskan atau individu yang terlibat dalam program PUP ini mempunyai
prinsip nilai yang bisa menjadi hambatan dan kendala dalam implementasi
program PUP ini.

Hal tersebuat di atas sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Edwards
(dalam Winarno:170) yang mengatakan bahwa jika para pelaksana bersikap
baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dalam hal ini berarti mereka pro aktif
terhadap suatu kebijakan, kemungkinan besar mereka akan melaksanakan
kebijaké.n sebagaimana yang diinginkan oleh para pembﬁat keputrusan awal.
Demikian pula sébaliknya jika sikap para pelalksana kebijakan berbeda

dengan para perumus kebijakan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan
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menjadi sulit. Sebagai jaminan pelaksanaan kebijakan yang efektif idealnya
harus adadukungan dari semua pelaksana. Ketika para pelaksana tidak secara
~ utuh mendukung kebijakan yang dijalankannya maka dapat menghambat'
keberhasilan implementasi. Hambatan-hambatan itu dapat berupa keadaan
yang sangat kompleks, seperti bila para pelaksana menangguhkan
pelaksanaan suatu kebijakan yang mereka setujui dalam rencananya untuk
meningkatkan kemungkinan—kemungkinan mencapai tujuan kebijakén lain
yaﬁg berbeda. Di samping itu, para pelaksana mungkin menghindari dampak
sepenuhnya dari suatu kebijakan dengan memandang secara selektif
persyaratan-persyaratan dan mengabaikan sebagian persyaratan yang
bertentangan dengan pandangan mereka.
Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2016 : 149) juga menyatakn hal
yang sejalan dengan Edward bahwa arah kecenderungan-kecenderungan
pelaksana terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan—;cujuan jﬁga merupakan
suatu hal yang sangat penting. Para pelaksana mungkin gagal dalam
melaksanakan kebijakan—kebij‘akan dengan tepat karend mereka menolak
tujuan-tujuan | yang terkandung dalam kebijakan-kebijakan tersebut.
Begitujuga sebaliknya, penerimaan terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujimg—
tujuan kebijakan yang diterima secara luas oleh para pelaksana kebijakan
akan menjadi pendorong keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Van
MeterrVan Horn, ada beberapa alasan mengapa tujuan-tujuan suatu kebijakan
ditolak oleh or'ané-orang yang bertanggung jawab terhadap implementasi
kebijakan tersebut,- yakni : tujuan-tujuan kebijakén yang telah ditetapkan

sebelumnya mungkin bertentangan dengan sistem nilai pribadi-pribadi para
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pelaksaﬁa kebijakan, kesetian-kesetiaan ekstra organisasi, perasaan akan
kepentingan diri sendiri, atau karena hubungan-hubungan yang ada dan yang

Jebih disenangi.

4, Dimensi Hubungan antar Organisasi

K;:berhasilan Implementasi sangat dipengaruhi oleh keberadaan Organisasi
atau lembaga yang diberi kepercayaan untuk mengimplementasikan suatu
kebijakan dengan mekanisme penyampaian (delive@ mechanism) yang telah
djtentukan. Kemampuan Agen Pelaksana (implementing agency) dalam
menjalankan tugas dan perannya saﬁgat dipengaruhi oleh kapasitas organisasi -
yang menaunginya. Kapasitas organisasi tersebut meliputi ketepatan struktur,
jumlah dan kualitas Sumber daya Manusia yang dimiliki, lﬁtsinéss process
yang dirancang untuk menjalankan peran yang harus diemban oleh organisasi.
Dalam hal ini DPPKBPMD sebagai Organisasi Perangkat Daerah pengemban
amanah dari Pemerintah Kabupaten bantul dengan struktur organisasi yang
ada sekarang ini mampu menj alankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang
telah ditentukan.

Hubungan internal antar bidang dalam organisasi terutama dalam
kaitannya dengan Implementaéi Kebijakan Pengendalian Penduduk melalui
Program PendewasaanUsia Perkawinan berlangsung secara hamonis dan
saling mendukuhg. Demikian juga dalam menjalin hubungan dengan
organisasi perangkat .daerah yaﬁg lain baik di tingkat kabupaten Bantul
maupun dengan Organisasi Perangkat Daerah di Tingkat Propinsi. Sinergitas

tersebut antara lain dengan seperti Dinas Kesehatan, Kantor Kemenag,
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Sekolah Menengah Atas , BKKBN Perwakilan DIY, serta Badan
Pemberdayaan Perempuan danMasyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta
semuanya berjalan dengan baik deng;cm hubungan mutualisme atau saling
menguntungkan demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan.
Menurut Edwards (dalam Winarno,2016), ada dua karakteristik utama dari -
organisasi atau birokrasi yaitu SOP dan fragmentasi atau kesulitan dalam
" berkoordinasi dengan organisasi lain.
Dalam penelitian ini da_lam impl.ementasi Program Pendewasaan Usia
Perkawinan belum terdapat SOP yang jelas. Sedangkan untuk koordinasi
dengan organisasi perangkat daerah yang lain. tidak mengalami kesulitan yang
berarti.

Menurut Edward, SOP (Standard Operating Procedure) merupakan salah
satu dari aspek-aspek structural paling dasar suatu organisasi. Dengan
menggunakan SOP para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang
tersedia.Selain itu SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari pafa
pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersébar luas. SOP
yang tidak sesuai dengan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe persinel baru

dapat menjadi kendala Implementasi Kebijakan.

5. Dimensi Karakteristik Pelaksana Kebijakan
Berkaitan dengan Pelaksana Kebijakan oleh Pejabat Fugsional yaitu PLKB
yang merupakan pelaksana Kebijakan yang langsung berhubungan dengan
sasaran kebijakan atau sering dikatakan sebagai birokrasi garda depan yang

dalam study Implémentaisi sering disebut dengan istilah firontline bureaucrtas

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




103 43252 pa

atau street-level-bureucrats. PLKB merupakén SDM di DPPKBPMD yang
secara langsung menjalankan peraﬁ untuk mewujudkan tujuan kebijakan
seperti melakukan sosialisasi dan mendistribusikan keluaran kebijakan kepada
kelompok sasaran, memastikan bahwa keluaran kebijakan dimanfaatkan oleh
~ kelompok sasaran secara benar agar tujuan kebijakan dapat tercapai.Oleh
karena itu penting kiranya mengetahui seberapa besar tingkat pemahaman dan
kompetensi PLKB sebagai SDM yang méhjadi salah satu faktor penentu
keberhasilan Implementasi Program dalam memperoleh hasil sesuai dengan
tujuan Kebijakan. |
Dalam menjalankan tugasnya peran PLKB menjadi sangat penting
karena berbagai tantangan yang harus mereka hadapi.Pertama sebagai petugas
~ yang langsung berhubungan dengan kelompok sasaran maka mereka sering
dihadapkan pada situasi yang tidak menentu dan kompleks (Lipsky,
.1980:3).Kedua, merekaberperan dalam melakukan interpretasi secara
langsung atas tujuan kebijakan di lapangan, Hal ini akanmenetukan kegagalan
dan keberhasilan f)rogram'. Ketiga, mengelola korﬁpleksitas alur informasi,
baik 'dari atas ke bawah (pemerintah ke kelompok sasaran) rﬁaupun
sebaliknya (Kim, 2010:14).Keempat, menjalankan peran dalam melakukan
koordinasi agar hubungan antar berbagai lembaga yang terlibat dalam
implementasi dapat terkelola dengan baik V(O’Toole &Montjoy, 1984).
Oleh karena itu program ini akan menjadi sulit untuk’
diimplementasikan apabila para personel atau pelaksana kebijakan dan para
sasaran program tidak mempunyai pola pikir yang mendukung program PUP

ini.
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Dimensi Sosial Masyarakat
Berkaitan dengan dimensi Sosial Masyarakat, agar Implementasi suatu
kebijakan memperoleh hasil yang optimal maka masyarakat sasaran program

perlu mendapat informasi yang memadai tentang kebijakan yang akan

-diimplementasikan. Hal tersebut akan sangat menentukan apakah kelompok

sasaran memberikan dukungan atau justru menolak kebijakah atau program

yang akan diimplementasikan. Adanya dukungan kelompok sasaran terhadap

suatu kebijakan atau program yang akandiimplementasikan merupakan

jaminan awal bahwa implementasi akan dapat berjalan dengan lancar. Hal ini
sesuai dengan teori dari Van Hom dan Van Meter (Purwanto EA dan
sulistyastuti, DR) yang menyatakan rﬁenyatakan bahwasedrang implementor
kebijakén seringkali harus bekerja dalam situasi yang kompleks dan penuh
dengan ketidakpastian akibat tidak jelasnya rumusan tentang tujuan kebijakan
yang harus mereka capai.

Berkaitan dengan pola pikir masyarakat tentu saja merupakan masalah
yang tidék sederhana atau rumit jika dibandingkan dengan program
pemerintah yang tujuannya lebih sederhana dan hanya murni pada perillaku
yang tidak berhubungan dengan nilai kepercayaan masyarakat, misalnya
program konversi minyak tanah ke gas. Berkaitan dengan personel, untuk
program konveréi minyak tanah maka tentu saja lebih mudah. Siapapun
personel yang diberi tugas dalam implementasi program tersebut tidak akan

timbul konflik nilai di dalam diri petugas yang ditunjuk. Mereka akan dengan
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mud;clh memberi keyakinan pada sasaran program tentang keuntungan dan
segi positif dari pro grz-im tersebut tanpa dibebani dengan perésaan bersalah.
Kondisi yang berbeda dapat terjadi pada program pendewasaan Usia
Perkawinan yang bertujuan untuk melakukan perubahan tentang nilai-nilai
dan kepercayaan tentang pernikahan dini atau pendewasaan usia perkawinan
ini. Seperti misalnyé pada lingkungan Pesantren yang berkeyakinan bahwa
asalkan sudah mencapai usia akil balik, maka perkéwi_naﬁ itu tidak dilarang

bahkan dianjurkan oleh Agama untuk menghindari terjadinya zina.
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BABYV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
1. Kebijakan Pengendalian Penduduk melalui Program Pendewasaan Usia

Perkawinan ini mempunyai tujuan dan sasaran Kebijakan yang jelas.

Dalam impleﬁentasi kebijakan yang bertujuan untuk mengubah pen'laku‘
individu yang berkaitan dengan nilai dan kepercayaan akan berbeda tingkat
kesulitan terutama hambatan dan kendalanya dengan Implementasi Kebijakan yang
tidak berkaitan dengan perubahaﬁ perilaku yang menyangkut tentaﬁg nilai
kepercayaan individu. Implementasi Kebijakan PUP ini mempunyai tujuan untuk
mengubah perilaku individu yang berkaitan dengaﬁ nilai individu dimasyarakat.
Para implementor yang bertugas memberikan penyuluban untuk mengubah
perilaku yang erat hubungannnya dengan nilai kepercayaan masyarakat akan
‘berbenturan dengan individu yang mempunyai pemahaman yang tidak pro akitf
terhadap program P@. Oleh karena itu program ini akan menjadi sulit
diimplementasikan -apabila personel yang ditugaskan atau individu yang terlibat
dalam program PUP ini mempunyai prinsip nilai yang bisa menjadi hambatan dan
kendala dalam implementasi program PUP ini.

Dalam penelitian ini juga diperoleh temuan bahwa Implementasi PUP ini tentu
saja tidak akan berhasil dengan baik bila tidak didukung oleh sumberdaya baik
secara finansial maupun dalam Sumberdaya Manusié yang kompeten sebagai

~ pelaksana kebijakan atau program yang langsung berhubungan dengan sasaran

106
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program, seperti Penyuluh Keluarga Berencana. Hal ini merupakan salah satu
faktor penentu keberhasilan Implementasi Kebijakan atau Program dalam
memperoleh hasil sesuai dengan tujua;l Kéb'ilj akan.

2. Tingkat efektiﬁtas. implementasi Kebijakan Pengendalian Penduduk melalui
Program Pendewasaan Usia Perkawinan sangat ditentukan oleh peran semua stake
holder secara terpadu khususnya dalam advokasi dan sosialisasi program. Hal ini
dilakukan dengan bersinergi dengan pihak lain seperti Dinas Kesehatan, Kantor
Kemenag, Sekolah Menengah .Atvas yang semuanya berjalan dengan baik dengan
hubungan mutualisme atau saling men@nMgkan.

3. Implementasi Kebijakan Pengendalian Penduduk 01-1kup berjalan dengan baik di
Kabupatén Bantul, walaupun masih banyak memerlukan pembenahan di sana sini,
diantarnya dalam hal Sumber Dana dan SDM..

4. implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan dalam mengendalikah
pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta masih
kurang optimal. Hal ini terlihat dari Semakin banyaknya kasus pernikahan usia

.dini (dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat); banyaknya kasus
kehamilan tidak diinginkan; Banyaknya kasus pernikahan usia dini dén kehamilan
tidak diinginkan menyebabkan pertambahan penduduk makin meningkat.; Masih
perlunya penambahan Sasaran Program Pendewasaan Usia Perkawinan terutama
yang melalui jalur Sekolah. |

5. Pelaksana Kebijakan di Kabupaten Bantul mempunyai pemahaman yang baik

terhadap tujuan dari program PUP ini.
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6. Masih adanya hambatan Dalam pelaksanaan implementasi Kebijakan
Pengendalian Pendudﬁk Melalui Program Pendewasaan Usia Perkawinan di
Kabupaten Bantul Daerah Istimewa 'Yogyakarta Antara lain : Keterbatasan
anggaran dan SDM. Kendala yang lain yaitu dalam hal frekuensi kegiatan Pik
Remaja di sekolah juga belum bisa rutin dan terjadwal dengan teratur. Kegiatan

| yang dilakukan selama ini hanya apabila ada undangan dari pemerintah unutk
mengikuti kegiatan di ~tingkét kabupaten. Anggota yang memanfaatkan konseling
dengan konselor sebaya di kelompok PIK Remaja juga masih sedikit.

7. Pada kegiatan KIE dengan materi Kesehatan Reproduksi remaja dan bahaya
menikah di usia muda juga masih banyak remaja sebagai sasaran kegiafan merasa

- malu dan sungkan untuk bertanya kepada nara sumber.

8. Kebijakan yang pernah Vdigunakan untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam
Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kabupaten Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain :

a. Selalu kerjasama dengan isntansi terkait dan penyuluhan pada masyarakat.
b. Pendekatan pada tokoh masyarakat dan kader, Pelaksanaan pertemuan rutin,
advokasi ke Pemdes, dukungan anggaran APBDes.
c. Peningkatan Pemahaman tentang pendewasaan Usia Perkawinan pada fokoh
masyarakat baik formal maupun non formal.
d. Hambatan dan kendala pada penjangkauan sasaran karena sifat remaja yang
tertutup dan ,malu untuk curhat ke tenaga kesehatan maka dilakukan Upaya

membuka akses melalui Sosial Media (WA, FB,Line, dll).
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9. Kebijakan yang digunakan untuk mengatasi Kendala dan Hambatan dalam
Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kabupaten Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta cukup efektif walaupun belum pernah dilakukan
pengukuran secara kuantitatif.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan dan kendala yang ada _
dalam Implementasi Program PUP selama ini cukup efektif. Dengan membuka |
kesempatan untuk bertanya melalui telepon atau media online terbukti cukup
efektif dan efisien untuk kegiatan KIE PUP ini.

Upaya efektif lainnya yaitu dengan memasukkan materi PUP pad;cl pertemuan
yang ada di masyarakat mulai tingkat Dasa wisma, RT, Dusun sampai ke Desa .
Untuk memperluas jangkauan sasaran informaéi tentang PUP dengan menyebar
brosur dan leaflet.

Pelatihan bagi kader dan pengelola Kelompok BinaKeluarga Remaja (BKR)

dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) juga efektif terbukti bisa
meningkatkan kompetensi mereka pada kegiatan yang ada pada Program PUP.

Disamping itu dengan melakukan pendekatan pada tokoh formal dan informal

seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, guru terbukti efektif dan efisien untk
implementasi program PUP ini karena mereka adalah key person yang menjadi

" panutan masyarakat pada umumnya dan remaja pada khususnya.

| ' B. Implikasi Teoritis
Implikasi teoritis merupakan suatu cerminan bagi penelitian, dimana implikasi

teoritis memberikan gambaran mengenai rujukan-rujukan yang dipergunakan dalam
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penelitian ini. Hasil dari penelitian ini membawa beberapa implikasi-teoritis atas berbagai
teorl maupun hasil penelitian terdahulu yang mendasariﬁya.Pada hasil penelitian ini dapat
diketahui bahwa secara teoritis, penelitian ini secara keseluruhan mendukung beberapa
teorl yang telah disampaikan pada bagian awal penelitian.

Hal penting yang berhubungan dengan implikasi teoritis penelitian ini dapat
dijabarkan adalah bahwa suatu kebijakan tidak akan berarti tanpa adanya pelaksanaan atau

implementasi dari kebijakan. DPPKBPMD sebagai pelaksana kebijakan Pengendalian

Penduduk melalui Program Pendewasaan Usia Perkawinan sangat menentukan

keberhasilan pencapaian tujuan dari kebijakan tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat
dari Anderson bahwa: “Dimensi paling inti dari kebijakan publik adalah proses kebijakan®.
Délam hal ini kebijakan publik dilihat sebagai sebuah proses kegiatén atau sebagai satu
kesatuan sistem'yang bergerak dari satu bagian ke bagian lain secara sinambung, saling
menentukan dan saling membentuk. pelaksanaan atau implementasi kebijakan sengat
ditentukaﬁ oleh implementing agency (lembaga yang diberi tugas untuk
mengimplementasikan kebijakan. Sebagai implementing agency ini misalnya birokrasi
pemerintah beserta perangkatnya yang akanmemobilisasi sumberdaya manusia, teknologi,
sumber keuangan, dan ketrampilan manajemen untuk dapat menyampaikan policy output
tersebut secara efektif, efisien, dan akurat kepada keiompok sasaran. (Anderson, dalam
Abidin, 2012:22-23).

Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa faktor-faktor ataﬁ dimensi yang
berpengaruh terhadap keberhasilan Implementasi Kebijakan adalah Tujuan dan sasaran
Kebijakan, Stﬁhur organisasi, Sumberdaya baik daﬁa maupun sumber daya manusia

sebagai pelaksana kebijakan, kondisi social masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat
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dari Van Meter dan Van Hom (1975) bahwa ada 6 faktor yang mempengaruhi
keberhasilan implementasi kebijakan yaitu Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya,
Hubungan Antar Organisasi, Karakteristik Agen ‘Pelaksana, Kondisi Sosial, Ekonomi dan

Politik, dan Disposisi Implementor.

. Implikasi Kebijakan
Hasil penelitian secara praktis memberikan implikasi pada kebijakan DPPKBPMD

Kabupaten Banful dan Dinas Iqstansi Terkait untuk :

1. Memberikan kesempatan kepada pegawai yang bertugés sebagai pelaksana kebijakan
baik yang ada di kantor maupun yang di lapangan untuk mengembangkan kémampuan
atau kompetensinya yang berkaitan dengan KIE Program Pendewasaan Usia
Perkawinan.

2. Menyusun anggaran untuk kegiatan Program Pendewasaan Usia Perkawinan ini
-sebagai prion'tés untuk mendukﬁng pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada da
sehingga bisa mempercepat tujuan dari program tersebut.

3. Membuat regulasi yang jelas tentang Kebijakan Pengendalian Penduduk melalui
Program Pendewasaan‘ Usia Perkawinan beserta JuklakJuknis yang lengkap sehingga

mempermudah dalam proses implementasinya.

. Keterbatasan dan Hambatan Penelitian

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah,
namun demikian masih memiliki keterbatasan diantaranya masih kurangnya jangkauan

wilayah penelitian dan kurangnya jenis kegiatan yang dijadikan sampel objek penelitian.
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Di samping itu sulitnya mencari waktu luang untuk melaksanakan kegiatan wawancara
kepada informan pelaksana program karena kesibukan kegiatan di luar kantor merupakan

kendala teknis di lapangan.

E. Saran
Berdasarkan Hasil Penelitian tersebut di atas maka peneliti mengajukan saran
sebagai berikut :

1. Peflunya perluasan jangkauan sasaran KIE PUP dengan materi kesehatan
reproduksi remaja dan bahaya menikah diusia muda. Kalau sebelumnya sasaran
hanya pada siswa tingkat SLTA, maka untuk yang akan datang di tambah dengan
siswa tingkat SLTP. Mengapa demikian? Hal tersebut dengan alasan béhwa usia
pada tingkat SLTP yaitu antara 12 tahun sampai dengan 15 tahun sudah masuk
dalam kategori usia remaja, dimana pada usia tersebut sudah’ rentan terhadap
pengaruh pergaulan yang mengarah kepada hubungaﬁ lawan jenis.

2. Menambah kuantitas dan kualitas pelaksana program (implementor) baik yang
berada di kantor maupun petugas lapangan, diantaranya dengan mengadakan
pelatihaﬁ bagi provider sehingga _tujuan‘program bisa tercapai aengan adanya
implementor yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

3. Membuat usulan anggaran y;clng lebih besar dari tahun sebelumnya untuk kegiatan
yang berkaitan dengan Program Pendewasaan Usia Perkawinan ini sehingga bisa
mencukupi kebutuhan baik sarana maupun prasarana yang diperlukan.

4. Meningkatkan intensitas pendekatan kepada Legislatif dengan cara penyampaian

pentingnya program PUP pada kesempatan bertemu dengan dewan baik pada
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forum rapaf maupun padasaat kunjungan lapangan. Hal ini sangat berguna untuk
meningkatkan dukungan mereka terhadap program Kependudukan Keluarga
Bérencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) pada uroumnya dan khususnya
program Pendewasaan Usia Perkawinan.

5. Menambah intensitaé pelatihan bagi masyarakat yang menjadi penggerak kegiatan-
kegiatan yang ada dalam program Pengendalian Penduduk khususnya Program
Pendewasaan Usia Perkawinan ini, seperti kader Bina Keluarga Remaja, PIK
Remaja dan lainnya.

6. Bagi peneliti lain yang berminat untuk melakukan penelitian dengan tema yang
sama, diharapkan melakukan penelitian secara kuantitatif untuk mengukur
efektifitas dan pengaruh Program Pendewasaan Usia Perkawinan terhadap tingkat

kelahiran.
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LAMPIRAN : PEDOMAN WAWANCARA

10.

Pedoman Wawancara Untuk Informan pelaksana Kebijakan di SKPD
BKKPPKB : |

Nama |

Jabatan

Instansi

Jenis kegiatan apa séja yang masuk -dalam Kebijakan Pengendalian
Penduduk di Kabupaten Bantul? ‘

Mengapa Program PUP merupakan salah satu alternative kegiatan dalam
Kebijakan Pengendalian Penduduk?

Apa Tujuan kebijakan Pengendalian Penduduk melalui PUP ini ?

Strategi apa yang digunakan dalam pelaksanaan Program PUP ini?
Apakah ada régulasi yang jelas tentang pelaksanaan program PUP ini?
Apakah Ada SOP Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Penduduk
melalui Program PUP ini?

Kegiatan apa saja yang termasuk dalam Program PUP ini?

Apakah hasil dari Program ini bisa berkontribusi dalam Pengendalian

4 Pendﬁduk?

Siapa saja yang menjadi sasafan dari Program PUP inj?
Sejauh mana sasaran Program PUP mengetahui tentang isi pesan yang

disampaikan?
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12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

43252 pdf

Sumber daya apa saja yang mendukung keberhasilan Implementasi
Program PUP ini?

Apakah sﬁm’berdaya tersebut berkontribusi dalam ﬁnplementasi Program
PUP 1ini?

Apakah cukup efektif dan efisien dalam penggunaannya ? Mengapa?
Apakah ada Kerjasaxﬁa dengan pihak luar (SKPD / Organisasi lain )?
Bagaimana hubungan antar SKPD dalam pelaksanaan Program PUP ini?
Bagaimana mekanisme birokrasi dalam implementasi program ini? \
Sederhana atau berbelit-belit?

Apakah ada pengawasan atau kontrol dari struktur yang lebih tinggi agar '
implementasi berjalan sesuai dengan tujuan dan standar yang telah
ditetapkan? |

Apakah ada dukungan positif dari badan legislative terhadap
pelaksanaan program ini?

Apakah para pelaksana mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang
cukup terhadap isi dan tujuan Program PUP ini?

Pelatihan atau diklat apa saja yang telah dilaksanakan dalam menunjang

“keberhasilan Program PUP ini?

Apakah dalam Implementasi program PUP ini terdapat hambatan dan
Kendala?
Faktor apa saja baik internal maupun eksternal yang bisa menjadi

hambatan dan kendala dalam pelaksanaan Program PUP ini?
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23. Kebijakan apa saja yang sudah diambil untuk mengatasi hambatan dan
kendala tersebut?
24. Apakah Kebijakan tersebut cukup efektif dan efisien dalam mengatasi

hambtan dan kendala tersebut?
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II. Pedoman Wawancara untuk pelaksana Kebijakan di Lapangan
(PLKB) :
Nama
Jabatan

Wilayah Kerja

1. Apa yang Anda Ketahui tentang Kebijakan Pengendalian Penduduk?

2. Apakah Anda mengetahui tentang Program PUP? |

3. Apakah Anda mengetahui tujuan dan sasaran dari kegiatan program PUP
ini? |

Apakah di wilayah kerja anda terdapat kegiatan yang berkaitan dengan

&

program PUP? Jika ada apa saja kegiatan tersebut?

5. Apakah selama ini kegiatan yang bekaitan dengan Program PUP di
wilayah saudara sudah berjalan sesuai yang di harapkan?

6. Apakah ada hambatan dan kendala di lapangaﬁ? Jika ada apa saja
hambatan dan kendala tersebut?

7. Upaya apa yang telah dilaksanakan untuk mengatasi hambatan dan
kendala tersebut?

8. Apakah upaya tersebut cukup efektif dalam mengatasi hambatan dan
kendala tersebut?

9. Apakah pemerintah desa mendukung dengan kegiatan péda Program

PUP ini?
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Apakah ada alokasi dana dari Anggaran DanaDesa untuk kegiatan
Program |

PUP ini?

Bagaimana tanggapan Tokoh Masyarakat /Agama tentang pelaksanaan
pfogram PUP 1m?

Apakah masyarakat cukup antusias dalam mengikuti setiap kegiatan
dalam Program PUP ini?

Apakah kegiatan ini berjalan secara rutin ataukah hanya insidental saja?
Apakah ada keterpaduan dengan kegiatan dari Dinas Lintas Sektor lain
seperti KUA, Puskesmas, dan Polsek?

Apakah keterpaduan tersebut berjalan dengan baik?

Dalam bentuk kegiatan apa saja ketérpaduan tersebut?

Apakah para PLKB selaku  pelaksana di lapangan mempunyai
pengetahuan dan pemahaman yang cukup terhadap materi yang berkaitan
dengan Prograﬁ PUP im?

Apakah PLKB pernah mengikuti diklat yang berkaitan dengan program
PUP ini?

Jika pernah, pelatihzu; atau diklat apa saja yang telah diikuti?

Apakah hasil dari diklat tersebut bisa berkontribus;i dalam menunjang
keberhasilan Proéram PUP ini?

Apakah ada evaluasi terhadap pelaksanaan Kegiatan Program PUP ini?
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II. Pedoman Wawancara untuk SKPD Lain :

Nama
Jabatan
- Instansi
1. Apakah Anda mengetahui tentang Kebijakan Pengendalian
Pe;nduduk?
" 2. Apakah Anda mengetahui tentang Program_ Pendewasaan Usia
Perkawinan (PUP)?
3. Apakah Anda mengetahui tujuan dan sasaran dari Program PUP ini?
4. Bagaimana tanggapan Anda terhadap Program PUP tersebut?
5. Apakah Anda pemah berperan aktif dalam Program PUP? Jika
pernah Sejauh mana peran tersebut? |
6. Kegiatan apa saja yang pernah dilaksanakan di Instansi Saudara
berkaitan dengan Program PUP ini?
7. Bagaimana pelaksanaan kegiatan tersebut?Berhasil atau tidak?
8. Apakah ada hambatan dan kendala dalam pelaksanaan Kegiatan
tersebut? |
9. Jika ada Upaya apa yang telah dilaksanakan untuk mengatasi
hambatan dan kendala tersebut?
 -10. Apakah upaya yang telah diiakukan cukup efektif dalam mengatasi

hambatan dan kendala tersebut?
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IV. ° Pedoman Wawancara Untuk Sasaran Program Pup

Nama
Umur

Pendidikan :

1. Pernahkan Agda mendengar tentang program Pendewasaan Usia
Perkawinan (PUP)? |

2. Apayang Anda Ketahui tentang Program Pendewasaan Usia Perkawinan?

3. Apakah Anda pernah/sering mengikuti Kegiatan dalam Program
Pendewasaaﬁ Usia Perkaﬁnan? Berikan alas an Anda.

4. Coba Anda jelaskan Kegiatan apa saja yang ada dalam Prograxﬁ :
Pendewasaan Usia Perkawinan?

5. Apakah Anda secara rutin mengikuti kegiatan yang ada dalam Program
PUP ini? |

6. Menurut Anda apakah kegiatan ini tepat sasaran?

7. Apakah Anda bisa memahami isi pesan yang disampaikan dalam Program
PUP ini?

8. Menurut Anda apakah Kegiatan yang ada dalam Program PUP ini cukup
efekﬁf untuk mencegah terjadinya Pernikahan Di bawah umur" |

9. Apakah Anda méngetahui berapa batasan usia minimal yang ada dalam .
UU Perkawinan?

10. Apakah anda mengetaui dampak yang diakibatkan oleh terjadinya

Perkawinan di bawah umur yang ditentukan dalam UU Perkawinan?
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PEDOMAN OBSERVASI

Untuk memperoleh data agar lebih lengkap, selain wawancara dalam
penelitian ini juga dilakukan observasl. Observasi yang akan dilaksanakan
yaitu mengamati kegiatan }-lang ada dalam Program Pendewasaan usia
Perkawinan yaitu kegiatan KIE, BKR,PIK Rmaja dan Kegiatan lain yang

terkait. Dari hasil observasi tersebut diharapkan bisa memperoleh gambaran

43252.pdf

tentang AImplementasi Pengendalian Penduduk  melalui  Program

Pendewasaan Usia Perkawinan secara lebih lengkap.
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-HASIL WAWANCARA DENGAN SKPD DPPKBPMD : Tanggal 3 Maret 2017(KABID KB : R.
ROSO SRIYANTO, SE, MSl),

1.Yang masuk dalam kebijakan pénduduk selain program Kegiatan Keluarga
Berencana juga program Pendewasaan Usia Perkawina yang di dalamnya
ada kie reproduksi sehat..pik remaja..semua itu selain melibatkan teman
plkb juga melibatkan melibatkan petugas dari kabupaten.

2. Karena dilatar belakangi beberapa hal :
a. Semakin banyaknya kasus pernikahan usia dini
b. Banyaknya kasus kehamilan yang tidak diinginkan

c.Banyaknya kasus pernikahan usia dini-dan kehamilan tidak diinginkan
menyebabkan pertambahan penduduk makin cepat (setiap tahun
bertambah sekitar 3,2jutajiwa)

- d. Karena pertumbuhan penduduk tinggi, kualitas rendah

e. Menikah dalam usia muda menyebabkan keluarga sering tidak harmonis,
sering cekcok, terjadi perselingkuhan, terjadi KDRT, rentan terhadap
perceraian.

3. Memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar didalam
merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek
berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental,emosional,
pendidikan, social ekonomi serta menetukan jumlah dan jarak kelahiran

"4. Dengan mengadakan KIE ditingkat lini lapangan melalui pertemuan rutin,
road show PUP bekerja sama dengan BPPM (Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Masyarakat) DIY.

5. Tidak
6. Tidak
7. KIE Remaja, KIE Poktan, PIK R baik yang berbasis sekolah maupun masyarakat.
8.Ya

. 9. Rernaja, orang tua, kader, pengelola program baik di sekolahmaupun OPD
_.10'. Progres report keberhasilan program

11. Instansi pemerintah, swasta, LSM
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1.
2.

v ® N ok

12,

13,
14,
15,
6.

Kebijakan'Pengendélian Penduduk adalah upaya penurunan Angka kelahiran

PUP adalah Pendewasaan Usia Ferkawinan yaitu persiapan bagi Remaja untuk
" usia Pernikahan bagi wanita 20 tahun, bagi pria 25 tahun.

Tujuannya memberikan pengertian dan kesadaran bagi remaja didalam akan

membangun rumah tangga agar mempersiapkan beberapa aspek antara lain :

kesiapan fis;ik, mental, pendidikan, jumlah anak dan jarak kelahiran.

Kesprd

*Sudah, tetapi belum sesuai yang diharapkan.

Hambatannya berkaitan dengan dana
Belum
Belum

Kegiatan PUP baru diajukan di anggaran Desa

. Baru diajukan melalui ADD.

11,

Tanggapannya bagus

Cukup bagus sebab bisa memberikankesadaran bagiremaja didalam akan
membangun rumah tangga

Sementara baru tahap pengembangan

Ad;

Baik

Sosialisasi PUP, Kespro

. I'ya
18.
19,
20.
. Ij&;da

Pernah

Diklat PUP, Kespro
S!gngat menunjang
4

fe

'1'I
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JAWABAN PLKB : Raharjo, KecPleret,3 Maret 2017

1.

Kebijakan Pengendalian Penduduk adalah Suatu kebijaksanaan pemerintah Indonesia

A dalam rangka untuk menciptakan penduduk mempunyai kwalitas SDM handal, sehingga

3

d.

4.
5.

6.

dapat memenuhi kebutuhan hidup tanpa mengantungkan pada pihak lain.

Program PUP adalah Program Pendewasaan Usia Perkawinan yakni suatu program untuk

‘Pendwasaan seseorang yang mau melakukan perkawinan baik ditinjau dari fislk, mental

dan ekonomi.

Tujuan dari Program PUP adalah :

. Meningkatkan Usia perkawinan laki-laki usia min 25 tahun dan perempuan Min 22 tahun.

. Meningkatkan Pengetahuan dan pengalaman dalam rangka usaha untuk memperoleh

‘pendapatan.
Meningkatkan pengetahuan phiskis khususnya dalam menghadapi probelma dalam
keluarga.

Mempunyai pekerjaan yang mantap.

. Sasaran : Keluarga yang punya anak remaja dan semua reja yang ada., termasuk remaja itu sednri.

Ada yaitu lewat Bina Kelparga Remaja (.BKR).

Belum, . '

Hambatan dah kendala yang di labahgan':

Pefnahaman Mafceri Program Pendewasaan usia Perkawinan masih kurang.
Perkumpulan yang ada ditingkat Dusun/RT yang dibahas cenderung kebutuhan sosial
masyarakat dan sekilas info dari pemerintah. -

Perkumpulan lebih disibukan dengan arisan, simpan pinjam.

Upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi hambatan dan kendala.

Peningkafan Pemahaman tentang pendewasaan Usia Perkawinan pada tokoh masyarakat
baik formal maupun non formal,

Meningka!tan Pengetahuan kader BKR tentang materi BKR.

Meinghidl;ipkan kelompok BKR,

- Memasukkan materi program PUP sedikit demi sedikit pada pertemuan ditingkat

Dusun‘/RTg

Menginng’t masih baru diwilayah ini, maka program PUP ini masuk dalam rencana

~ kegiatan. .

10.

Pemerintah desa mendukung program PUP.

Secara kb'ilisus kurang tahu karena masih baru di wilayah desa ini.

i

A
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11. Tanggapaj:\ tokoh masyarakat/Agama dalam pelaksanaan probrarﬁ PUP secara umum ada,
namun secara detail masih dalam penjajakan.

12. Masih dalgm pendékatan wilayah.

13, Tidak rutin '

14. Belum ada keterpaduan dengan dinas instansi terkait.

15, Belum.
16.  Belum.
17. PLKB selaku tugas lapangan mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang

cukup tentang program PUP.
18. Pernah.
.. 19, | ~Refrésin_g PLKB dan diklat yang lainnya. . . _
20. Hasi:l'_:da‘ri diklat jelas memberikan kontrisbusi dalam menunjang Keberhasilan
program PUP.

21.. Rencana ada tiap tahun sekali.

e esHES, R bR e,
TSRS TR T
-
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Suparmi, PLKB Kec. Pleret, 4 April 2017

Pembangunan yang berwawasan Kependudukan melalui program KB agar dapat
menekan kwantitas penduduk dan meningkatkan kwalitas penduduk (SDM) secara
serius karena perkembangan penduduk akan mempengaruhi pada pembangunan
lannya.

. Suatu program untuk meningkatkan usia pernikahan pertama, sehingga pada saat

. pernikahan bagi wanita minimal 20 tahun dan pria 25 tahun

10.

11.
12,
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

Tujuan PUP yaitu untuk memberikan pemahaman dan kesadaran bagi remaja agar
dalam merencanakan keluarga dapat mempertimbangkan berbagai aspek misal

-aspék ekonomi, kesehatan, psikologi, pendidikan, kependudukan dan KB.

Ada yaitu'BKR, PIK R dan Karang Taruna _

Sasarn PUP taitu Remaja dan orang tua yang punya remaja.

Ada yaitu kesadran sasaran (remaja dan Ortu) belum seluruhnya timbul,
terbatasnya sarana dan prasarana serta dukungan anggaran.

Pendekatan pada tokoh masyarakat dan kader, Pelaksanaan pertemuan ruton,
advokasi ke Pemdes, dukungan anggaran APBDes. ’

Cukup efektif tapi belum maksima.

Sangta minim belum seluruh kegiatan. :

Ada, untuk kegiatan Karang Taruna (KIE Kespro dan Napsa) di tingkat dusun dan
Desa. '

Setuju dan Mendukung

Sebagian dengan alasan waktu dan kesibukan

Ada yang belum ada yang insidental

Ya

Ya

Penyuluhan

Ya

Ya

Program KB, Pencegahan-dan Penanggulangan HIV/AIDS, KIP Konseling, Narkoba
dan Program Kespro ' )

Ada.
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18. Belum bila secara khusus

19.- '

20. - |

21. Ada dengan mengevaluasi jumiah pernikahar yang dilaksanakan dalam satu tahun yaitu
nada tahun 2016 ada 10 yang nikah dini.
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Arini, Kec. Kasihan, 30 Maret 2017
Berkaitan dengan berbagai kegiatan untuk menekan angka
pertumbuhan penduduk menjadi zero growth

43252.pdf

Segmentasi sasaran lebih pada remaja sehingga terhindar dari pernlkahan dini

dengan berbagai kegiatan di Plk R dan BKR

Menurunkan angka pernikahan dini. Kegiatannya DlSk'.JSl Sosialisasi
.Materi BKR dan PIK R, Triad KRR

Ada di PIKR

Sudah walaupun belum maksimal

.. Saya masih dalam tahap orientasi wilayah, jadi belum tahu

hambatan dan kendala

Selama ini PLKB melaksanakan KIE Konseling dan Pembinaan pada
pengurus

Cukup efektif

Sangat mendukung dengan member berbagai macam fasilitas, juga

- dari Pemda

10.
© 11,
12.
13,
14,
15.
16.
17.
18.
10.
20.

Ada

Tanggapan positif dan bagus

Belum :

Dari 4 Desa ada yang sudah rutin, ada yang masih insidental
Ada

Cukup baik

Aktif rapat koordinasi dan penyuluhan.

Ada yang cukup memahami dan ada yang belum
Belum/lupa

21, Tidak
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PLKB : Anwari, Kec. {mogiri
1. Yatahu

. 43252.pdf

2. Pendewasaan Usia Perkawinan bermaksud menunda

perkawinan usia bag iwanita tidak kurang dari 20 tahun dan
pria tidak kurang dari 25 tahun dengan harapan telah mampu

/siap baik fisik maupun mental terlebih dah

mapan.

Ada.PIK R, BKR, Pramuka
Belum

N o os W

Pengajuahanggaranmelami ADD

Tahu. Sasaran anak Remaja pra Nikah

ulu atau lebih

Ada. SaranadanPrasaranasertadukungandana

danbermitradenganinstansiterkait (KUA, PuskesmasdanP_olri)

o

Sangatefektif
9. Sanga tmendukung
10. Ada, lewat karangtaruna

11. Perlu ada perhatian khusus melalui kegiatanremaja

12. Mendukung
13. insidental, pengaiian

14. Ada, penyuluhan dari Polsek, Kespro dari Puskesmas,

dukungan dari KUA
15. Belum, masih sendiri sendiri
16. Penyuluhan
17. Cukup, kespro remaja
18. Pernah
19. Kesproremaja, HIV Aids

20. Bisa, sebagai bahan Pembinaan di lapangan

21. Belum

. Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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PLKB :Sujarwati, KecPiyungan, Selasa 4 April 2017

1. Kebijakan pengendalian penduduk adalah rumusan kebijakan untuk membangun
kesepahaman, sinergitas dan komitmen bersama dalam mengatasi masalah

" kependudukan yang ada. '

2. PUP atau Pendewasaan Usia Perkawinan adalah upaya untuk meningkatkan

. usiaperkawinan pertama, sehingga mencapaiusia minimal 20 tahun bagi wanita
dan usia 25 tahun bagi pria dan mengusahakan agar usia kehamilan pertama
terjadi pada usia yang cukup dewasa. '

3. Sasaran PUP adalah seluruh masyarakat dan SKPD terkait serta lembaga sosial

- masyarakat _

4. Belum, tetapi kegiatan PUP sudah berjalan hanyaA saja masih ada kendala karena
belum semua masyarakat sadar dan tau tujuan PUYP serta bagi remaja masih
belum menyadari bahaya kawin muda. Masih ada pernikahan dini, masih ada
orang tua yang belum sadar akibat nukah dini, adanya pergaulan bebas.

5. Kegiatan PUP sudah sesuai tetapi' masih banyak kendala, yaitu :

UU yang masih membolehkan usia 16 tahun untuk menikah

Peranorang tua dalam memberikan pengetahuan kepada anaknya tentang reproduksi
belum semua melakukan (tabu) -

Pergaulan dalam mengakses sosial media.

Masih ada perkawinan dibawah 20 tahun

6. Tidak ada hambatan semua masyarakat dan stakeholder mendukung karena sudah
tidak ada adat yang menyebabkan kawin muda seperti menjodohkan anak yang masih

dibawah umur.

7. Upayanya selalu kerjasama dengan isntansi terkait dan penyuluhan pada masyarakat.

8. Ya.
9. Ya.
10. Ada vyaitu melalui rakor desa dan PUP dimasukkan dalam materi rakor KB dan

kesepakatan setiap bulan serta adanya laporan dari desa ke PLKB data by name yang

~ menikah setiap bulan dan umurnya.

11. Setuju '

12. Ya, melalui BKR dan PiK Remaja serta penyuluhan di Karang Taruna

13. Rutin ' :

14. Ada secara insidental di Mini Lokakarya setahun sekali dan melalui KIE Kespro di
sekolah.

15. Belum

16. Pembinaan atau penyuluhan yang diadakan oleh Kampung KB, BKR serta pada
momen-momen tertentu. : '

17. Cukup
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Hasil wawancara dengan Bag Kesra Dinkes (lbu Betri) : Tanggal 17 April 2017
Di Kantor Dinkes Bantul '

yakan keluarga dengan sasaran sefmua reimaja
4. - Program PUP sangat baik karena dari segi kesehatan mematangkan dan

menvyiapkan aiat reproduksi dan psikhis dalam membina rumah tangga

fierenca

5. Selama ini belum
Kelas caten, pendidikan kespro, pelayanan kesehatan pedui remaja
(PKPR)

7. Indikator keberhasilan Dinkes tercapai yaitu remaja dapat mengakses
pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya

8. Hambatan dan kendala pada penjangkauan sasaran karena sifat remaja
vang tertutup dan maluuntuk curhat ke tenaga kesehatan

9. Upaya membuka akses melalui Sosial Media (WA, FB,Line, dit} yang lebih
memungkinkan sasaran untuk curhat ke tenaga kesehatan

10. Upaya ini efektif karena meningkatkan cakupan akses pelayanan ke
sasaran :

- Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPAT! BANTUL
NOMOR TAHUN
TANGGAL
\p
Dmagfggggggggg;’g:&mw' BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN - PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
DESA ' MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANTUL
(Drs. Mahmgudi, M.Si.}
SEKRETARIAT
Py ———— . oo ee—a—d (Privo Harwijayanto, S.Si.
r A _
KELOMPOK JABATAN [ ‘ ‘ 1
FUNGSIONAL SUB BAGIAN UMUM SUB BAGIAN SUB BAGIAN KEUANGAN
DAN KEPEGAWAIAN PROGRAM DAN ASET
(Dra. Budiyati Pratimah) ° (Budi Kurniawan, SH}) ( Atikk Wahyuningsih, S.Sos)
- = e
BIDANG BIDANG BIDANG
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KETAHANAN KESEJAHTERAAN (Roso Sriyanto, SE, M.Si) DAN DESA
KELUARGA i (Drs. Mudiyana, S.Ip, M.Si.)
(Dra. D.E. Meyta H) ) :
J 1
- . SEKSI b SEKSI PENGEMBANGAN
SEKSI PELAYANAN KELUARGA = R SUMBERDAYA DAN
ADVOKASI DAN B ~ BERENCANA i INFRASTRUKTUR DESA
PENGGERAKAN H (Endang Yuniati, A.Md)
(Suryadi Rzharjo, SH}) i -
SEKSI ! SEKSI PENGEMBANGAN
- i | KELEMBAGAAN
: PEMBINAAN i
a KELEMBAGAAN i MASYARAKAT DAN DESA
SEKSI [ (Sih Panuti, SE)
PENGENDALIAN PENDUDUK ]
"DAN INFORMASI KELUARGA i
B H SEKS] PENGEMBANGAN
§ SEKSI PELAYANAN H |  POTENSIEKONOMI
SEKSI KOMUNIKASI, INFORMASI | } PEDESAAN DAN : BUPATI BANTUL
KETAHANAN DAN DAN EDUKASI i TEKNOLOGI TEPAT GUNA '
KESEJAHTERAAN KELUARGA ! (Zan Triyanto, §.Sos)
UPT
KETERANGAN :
_ : GARIS KOMANDO SUHARSONO
------------- : GARIS KOORDINASI

-
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Data Pegawai DPPKBPMD

Per fanuari 2017 } . 43252.pdt
No. Nama Jabatan

1{5ri Mulat Purwanti Penyuluh Keluarga Berencana Madya

2{Surajivo Penyuluh Keluarga Berencana Madya

3|Sri Widyaningsih Penyuluh Keluarga Berencana Madya
« 4| Titik Suhesti Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana Lanjutan

SlSujarwati Penyuluh Keluarga Berencana Madya

6{Asrap Penyuluh Keluarga Berencana Madya

7{Sariilah Penyuluh Keluarga Berencana Madya

8lJoto Santosa Penyuiuh Keluarga Berencana Muda

9)Rahardja Penyuluh Keluarga Berencana Madya
10|Sutapa Penyuluh Keluargs Berencana Paenyelia
11{Tunggal Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana Lanjutan
'12|Nocr Hidayah Tri Karyawati Penyuluh Keluarga Berencana Madya
13{Usmarjs Penyuluh Keluarga 8erencana Madya
14{Heru Prasetya Nurcahyo Penyuluh Keluarga Berencana Madya
15)Daryati Penyuluh Keluarga Berencana Penyelia
16|Arini Penyuluh Keluarga Berencana Madya
17|Basuki Penyuluh Keluarga Berencana Penyelia
18|Patrianta Nugraha P Penyutuh Keluarga Berencana Pelaksana tanjutan
19|Anwari Penyuluh Keluarga Berencana Madya
20|Slamet Sugijanto Penyuluh Keluarga Berencana Madya
211Maria Goreti Giri Retno Sati Penyuluh Keluarga Berencana Penyelia
22{Suraji Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana Lanjutan
23|Hidayati Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana Lanjutan
24| Mahmudi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Ke;uarga- Berencana,

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

25{Suparmi Penyuluh Keluarga Berencana Muda
26{Endang Dwi Wahyuni S Penyuluh Keluarga Berencana Muda
27{Agus Widada Penyuluh Keluarga Berencana Madya
281Agus Farkhain ren‘y“mim Keluar, ga Berencainia iviadya
29|Sunarta Penyuluh Keluarga Berencana Madya
30|Wadhikhah Penyuluh Keluarga Berencana Madya
31|Suhartana Penyuluh Keluarga Berencana Muda
32|Titik Chomariyati Penyuluh Keluarga Berencana Madya
33| Titik Suprivati 'Penvulubh Keluarga Berencana Madva
34| Wiwik Kartiningsih Penyuluh Keluarga Berencana Muda
35]|Purwanto Penyuluh Keluarga Berencana Madya
36{Theotera Yuii Kristiyanti Penyuiuh Keiuarga Berencana iviadya
37{Sri Yani Penyuluh Keluarga Berencana Madya
38}Yustinus Ngatila Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksanza Lanjutan
39|Supardi Penyuluh Keluarga Berencana Penyelia
40]Aris Susanta Penyuluh Keluarga Berencana Madya

41 Emy Nurvani Penvuluh Keluarga Berencana Madya

42{Suripto Penyuluh Keluarga Berencana Muda

43|Rasimin Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana
44{Sutadi Penyuiuh Keiuarga Berencana Penyeiia

45]Asih Suryanti Penyuluh Keluarga Berencana Madya

46{Maria D. Dac. Fc. Bilo Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana Lanjutan
47{Suparwoto Penyuluh Keluarga Berencana Muda

48|Lasmiati Penyuluh Keluarga Berencana Muda
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Agustinus Joko'lswantara

Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana Lanjutan

50{Nurwendah Dwi Rusmiyati

Penyuluh Keluarga Berencana Muda 43252.pd

51}Lucia Herly Prawesti Kurniasih

Penyuluh Keluarga Berencana Muda

52

Vivit Nur \fireiani
SIVTT Ur vitriant

Danuvitlith Kalitaras Rorancans Dartarms
Jenyuiun Kawuarga cerahcana Jertamna

53|Rismala Putri FRhmaningtyas

Penyuiuh Keluarga Berencana Muda

54|Priyo Harwijayanto Sekretaris

55iHarsana Petugas Keamanan

56|Robertus Hary Subagyo Pengadministrasi Umum
57{Sumantana Pengadministrasi Umumi

58(Sri Sukarni Pengadministrasi Kepegawaian
59|Yustina Wening Wartati Pengadministrasi Kepegawaian
§0{Budiyati Pratimah Kepals Sub Bagian Umum dan Kepegswaian -
61!Daru Cahyono Pengemudi Umum

62|Istrimah Pengadministrasi Kepegawaian
63|Sutaryanta Pengadministrasi Barang

64]Anik Irawati “|Analis Pelaporan

65)Ngatijo Pengadministrasi Keuangan

66|Budi Kurniawan Kepala Sub Bagian Pragram

67|Atik Wahyuningsih Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
68¢Raniti _ Pengadminisirasi Keuangan

69|Sri Sudiyati Pengadministrasi Keuangan

70|Taat Sutaryone Pengadministrasi Keuangan

71|Agus Pratikna Pengadministrasi Barang

72]Sri Ningsih Pengadministrasi Keuangan

73{Tony Koeswovyo Bendahara

Dwi Estiningsih Meyta Hendrastuti

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Ketahanan
Kesejahteraan Keluarga

75)5ugiyanto Pengadministrasi Umum

76|Suryadi Raharjo 'Kepala Seksi Advokasi dan Pergerakan

S Kenala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi
B e Keluarga

78{Ardimanto Anaiis Data dan Informasi

7N Supadi Pengadministrasi Umum

80|Poniyem Pengadministrasi Umum

81)Kodrat Untoro Kepala Seksi Ketahanan Kesejahteraan Keluarga
82}Raden Roso Sriyanto Kepaia Bidang Keiuarga Berencana

83|Sutomo Penyusun Data dan Informasi

84}Harmanto Kepala Seksi Pelayanan Keluarga Berencana
85|Muh Juweni Analis Layanan KB

86{Wahyu Iswantoro Pengadministrasi Umum

Dini Harifah

Kanala Seksi Pemhbinaan Kelembagaan
Kepaia sexs! Pembinaan Xelembagaan

88|Megah Wulandari Analis Keluarga Berencana
89iLestari Hardyaningsin Kepaia Seksi Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
90{Wahyudi Analis Pelayanan Kesehatan Keluarga dan KB

91{Mudiyana

Kepala 8idang Pemberdayaan Masyarakat

92|Wahyu Raharjo Penyusun Data dan Informasi
93iAgus Akhmadi Penyusun Data dan Informasi
S4iMursinem Pengadministrasi Umum
95{Harni Kamidah Pengadministrasi Umum

Endang Yunivati

Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Infrastruktur
Desa

Ninik Purwantini

Pengadministrasi Umum

58 Sugivanti

Pengadministrasi Umum
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Kepals Scksi Pengembangan Kelembagaan Masyarakat dan
Desa 43252 pdf

Antonia Endang Widyastuti

Analis Kelembagaan Masyarakat

Ery Murniasih

Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Demoris indriani Ratih

Analis Pemberdayaan Masyarakat

Hery Murwani

Pengadministrasi Umum

Siti Akiri

Pengadministrasi Umum

Zan Riyanto

Kepala Seksi Pengembangan Potensi Ekonomi Pedesaan dan
Teknologi Tepat Guna

[8))

Zulianingsih

Pengadministras: Umum

Dol Vivrmiatoenn
nUHE NUTTilIavwai

Sumber : DPPKBPMD Kabupaten Bantul
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Tabel 4.2

DAFTAR USULAN PROGRAM

i
SHSEON

43252 pdf

sosiaiisasi, Bimiek
dan peningkatan
Kapasitas Aparatur

»1 Pra N rota Prosensé cu - 100
Pelavanan cakipan layanan administrasi
Administrasi adminlstras)
Perkantoran
1 | Penyediaan jasz, DPDKBROMB 1 Jumizh materai 1180 405.012.000
Peralatan dan Iperangk Benda Pos
Perlengkapan
Perkantoran _
2. | Penyediaan Rapat- '| DPPKBPMD | Jumlah wakiu 12 Bulan 738.435.000
rapat, koordinasi penggunaan
dan konsultasi
3 | Penyediaan jasa DPPKBPMD | Jumlah surat surat 2 . 31.460.000
pengelola kendaraan dinas Dokumen
pelayanan '
perkantoran
4 | Pembangunan DPPKBPMD | Administrasi 11 Ob 852.500.000
gedung kantor pengelola keuangan
- Vanintan bantar
I\Gslﬂlﬂll nat i .
5 | Pengadaan DPPKBPMD | Jumlah honor tenaga 2 Orang 401.115.000
Peraiatan dan kebersihan kantor
Dorlanallanan
. Ullvllvl\uyl‘ll
2 Program Prosentase cakupan 100 %
s sarana dan
l:enlngk§tan prasarana aparatur
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
6 | Pemeliharaan DPPKBPMD 1 Jumiah perbaikan 82 Unit 35.500.000
rumah dan gedung peralatan kerja
kantor }
7 | Pemsliharaan DPPKBPMD | Jumlah komponen 12 Bulan 468.600.000
kendaraan instaiasi iisirik dan
dinas/operasional. bangunan kantor
§ | Pemefharaan DPPKBPMD | Jumlah bshan bacaan | 12 Bulan 3.200.000
peralatan dan dan peraturan
periengkapan. perundang-undangan
Proaram Presentase 4100 %
Pt lon Sumberdaya
3 Pemngkatan apparatus yang
Kapasitas memiliki kompetensi
Sumberdaya sesuai bidangnya
Aparatur
Pendidikan DPPKBPMD | Jumiah pejabat 55 Orang 2.300.000
pefatihan, fungsional yang dilatih
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4 Program Pro?en‘t(ase cakupan 100 %
peningkatan pemingiatan
pongemsangan et pongan
sysiem laporan capaian kinetja
capaian kineria
dan keuangan
SKPD
10 | Penyusunan DPPKBPMD | Jumiah laporan 8 Dokumen 18.500.000
Laporan Capaian capaian kinefja dan
| Kinerja, Keuangan, ikhtisar
1 barang,
kepegawaian dan
ketatausahaan
[ Program Prosentase Kadg{ .
Perbaikan Gizi Posyandu Teratin
masyarakat
11 | Optimatisasi 75 Desa Pelatinan kader 4 Kegiatan 138.388.000
porjanal posyandu posyandi, sosialisasi
SIP, Jambore Kader,
pendataan posyandu
6 Program Persentase 30%
Peningkatan partsipast
partisipasi masyarakat dalam
Masyarakat dalam pembangunan desa
membangun Desa
12 | Pendampingan DPPKBPMD | Scsiafisasi BKAD, 6 Kegiatan 110.000.000
kerjasarna desa Bintek Peningk :
Kapasitas UPK,
Bintek Peningk
kapasitas BPUPK,
Bintek peningk
kapasitas BKAD,
Bimtek Kalp SPP,
Sosialisasi kerfjasama
antar desa
7 Program Keluarga Peserta KB aktif 76,6%
Berencana .
13 | Pelayanan KIE DPPKBPMD | Jumlah pertemuan 1560 Paket } 1.007.479.000
, forum kampung KB
Jumlah peserta mini 1040 Paket
loka karya kampung
KB
Jumlah peserta 9360 Paket
operasional penyulufi
Juinial alat S Set
periengkapan KB
Jumiah pakaian adat | 20 Set
pefmiaiin
14 | Pembinaan DPPKBPMD | Pembekalan Penguat | 30OQrang | 1.148.060.000
Keluarga . PLKB
Berencana
Koordinasi PPKBD 80 Orang
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15| Monitoring dar: DPPKEPMD | Jumiah pefaksanaan 1 Kalf 43.725.000
evaiuasi yandu KB kegiatan bhaki sosiai
Kesehatan dan
kespro dalam
rangka TN!
manunggal .
Jumiah peserta 800 Orang
puncax acara monev '
Jumlah peserta 150 Orang
16 | Pemantapan DPPKBPMD | jumlah peserta 3270 Orang 27.528.000
mnekanisme koordingsi lingkal
operasional kecamatan dan desz :
17 | Pelaksanaan DPPKEPM Jumiah pelaksanaan 2 Kali 200.130.000
kegiatan hari kegiatan Hari
keluarga tingkat Keluarga Nasional
kabupaten :
Jumiah peseria 100 Orang
jambore
Jumlah pesentajalan | 1700 Orang
sehat
18 | Pencanangan dan Kampung KB | Terbeniuknya 3.400 Orang 16.951.000
pembentukan kampung KB A
kampung KB . ' .
19 | Pengadaan sarana DPPKBPMD | Jumlah pengadaan - 15 Set 150.365.000
mobilitas KB genre kit
20 | Peningkatan DPPKBPMD | Jumlah penerima 3 Kelp 32.850.000
kualitas SDM dan hadiah lomba
Kelembagaan KB xelompok KB Pria
Jumiah penerima 15 Orang
hadiah lomba PLKB &
- IMF
8 Program Prosentase 4%
Peningkatan i
keberdayaan produk andalan
Masyarakat setempat
Perdesaan T
21 | Pemberdayaan 750esa | Desayang 75 Desa 150.300.000
lembaga dan mendapatkan
organisasi -bantuan keuangan
masvarakat ) khusus
perdesaan (P2MD)
1 22 | Penyelenggaraan 75 Desa Bintek P3MD 3 Angkatan 82.500.000
pendidikan dan
pelatihan tenaga
teknis dan
masyarakat
23 | Penyeienggaraan 75 Desa Peiugas operator 201 Orang 250.550.600
desiminasi profil desa yang
informasi bagi dilatih
masyarakat desa/
profil desa
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24 | Penyiapan 75 Desa Kelompok masyarakat 36 67.000.000
masyarakat PAB yang terasiliiasi | Keiompok
pengelola air bersih
dan penyghatan
fingkungan
.| pemukiman/ PAB
PLP
2 Program Prosentass : 20%
Kesehatan Pendewasaan Usla
. Perkawinan
| Reproduksi .
Remaia
25 | Advokasi dan KIE Jumlah peserta 350 Orang 31.735.000
tentang kesehatan sosialisasi
Reproduksi Remaja
{KRR)
26 | Lomba forum PIK Jumifah kejuaraan 6 Kelp 33.865.000
Remaja ' jomba forum PIK ’
27 | KIE kesehatan Jumlah petugas 1500 Orang |  67.375.000
reproduksi remaja fogging dan pefugas :
bagi remaja lapangan
10 Program 75 Desa Prosentase Bumdes 55%
+ Pengembangan
Lembaga ekonomi
| Pcdesaan : :
28 | Kegiatan Pelatihan 6 Desa Pelatihan ketrampilan | 6Desa2 | 1.149.365.000
Ketrampilan Usaha berbasis TTG Kelompok
Ekonomi Perdesaan 7
29 | Pemberdayaan 34 Pasar Lomba Pasar Desa 34 Pasar 267.190.000
usaha Ekonomi Desa Desa
Perdesaan
Rehab Pasar Desa 5 Pasar
Desa
30 | Pengembangan 6 Kecamatan | Gelar T16 2 Ddesa 20€.021.00C
Teknologi Tepat
Guna )
11 Program Persentase b 89
polayaran pasangan i st
kontrasepsi . . alat kontraseps!
131 | Pelayanan Peseria yang dilatin 200 Orang 110.768.000
pemasangan ketrampilan ‘
kontrasepsi KB - .
12 [ Program Parsantass 0%
Peningkat'an ':::_'t'l's'f;;;"
partisipasi masyarakat dalam
masyarakat dalam pembangunan desa
mgmibangun desa_ -
32 | Pelaksanaan 75 Desa Dokurmen 75 22,000,000
* | musyawarah perencanaan Dokumen -
pembangunan desa pemhangunan Parenc
) ’ Desa
33 | Penyelenggaraan 17 Desa Desa pemenang 6 Desa
Iomba Desa iomha Desa 1,250,000
,000
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34 | Bulan Bakti Gotong 17Desa ! Desa lokasi BBGRM 15 Desa 245,795,000
royong masyarakat
(BBGRM ) dan L KD
35 | Pendampingan 2Desa #30 | Desa penerima keg. 2 Desa
kegiatan TMMD - TMMD 1,050,000
,000
36 | Banful ekspo dan -DPPKBPMD | Pameran dan 2 Kali 1,088,200
camaval kamaval )
37 | Pengembangan 17 Kec Pemicnang desa 6 Desa 76,120,000
‘Desa Siaga siaga akif
13 Program Meningkatkan peran 80%
Pembinaan peran f‘zgammpﬁ;’;;ﬁ:
serta masyarakat program KB.
dalam pelayanan
| KBIKR yang
mandiri .
38 | Pendampingan Jumlah peserta 600 Orang . 56,914,000
Forum IMP namantanan IMP
Jumiah peserta forum | 408 Crang
kabupaten
14 Program Cakupan Media 100%
Kerjasama ‘| Sostalisasi
informasi dengan
mas media -
39 | Sosialicasi Program Jumiah peserta Rakor | 25 Orang 1,100,000
kegiatan SKPD
malaluj Lledia
Massa
15 Program Prosentase 60%
Peningkatan Peran :z;ior_mpols PZW-KSS
Perempuan di
Perdesaan
40 | Peningkatan 3 Desa Desa penerima 3 Desa 126,500,000
Peranan Wanita kegiatan P2W-KSS
menuju Keluarga
Sehat Sejahtera
{P2W:KSS)
16 Program Prosentas status glzi 90%
Perbaikan Gizi - balk anak sekolah
Masvarakat T :
41 | Pemberian 524 TK TK penerima PMTAS 27.472 4.246.445.000
tambahan makanan Siswa
dan.vitamin
i 17 Program Prosentase jumlah ) 21 %
: Pemberdayaan TP PKK berprestasi
.| Masyarakat ‘
42 | Pembinaan 75 Desa Kader PKK yang 75 Desa 381.700.000
organisasi dibina
perempuan
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18 Program Peransaita =~ 51%
| | Penviapan tenaga program keliarga
pendamping sejahtera
kelompok bina )
llnlucrn:
luarea
43 | Pelatihan tenaga Jumiah kegiatan 3 Kegiatan 82.522.000
pendamping pelatihan tribina '
kelompok bina (BKB, BKR dan BKL)
keluarga di
kecamatan
44 | Pengembangan Jumlah peserta 34 Orang 20.031.000
ADHUKA (Psuhan Pelatihan ADIHUKA
Dini Tumbuh
Kembarig Anak ]
45 | Pendampingan 17 Kecamatan | Jumlah pelugas 11 Bulan 2 46.228.000
Forum komunikasi administrasi Orang
kader posdaya pendampingan
46 | Evaluasi kegiatan Jumiah pemberian § Keiompok 23.925.000
Tribina (BKB, BKR hadiah kategori
dan BKL) dan kalompok
Poedaya {BKB BKR BKL
Lansia, [dol
Jumiah pemberian 8 Orang
hadiah kategori
perorangan (Kader
BKB,BKR,BKL,
Lansia, Idol
47 | Monitoring dan Jumiah pesertarapat | 427 Orang 60.060.000
evaluasi persiapan monitoring
pengelofaan dana
bergufir bag! :
kelompok Ekonomi
Produktif Keluarga
Pra Sejahtera dan
KS 1 -
Jumiah peserta 192 Orang
monitoring PEKM
Jumlah peserta 320 Orang
menitoring KUPK - ‘
18] Prograim ' ﬁ?;;,;“;;';“;""'“ 180 warga
Pelayanan dan _ binaan
Rehabilitasi teriayani
Keselahteraan
Sosial
48 | Pendampingan Jumlah kelompok 8 Kelompok 33.000.000
program layanan pendampingan
bagi keluarga program layanan bagi
miskin dan PMKS keluarga miskin dan
PMKS
20 Program Jumiah dokumen i
pengembangan
Analisa data dan
dampak
kependudukan
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Analisa data dan
dampak
kependudukan

Jumiah data

1 Dokumen

43252 pdf

220.000.000

50

Pengolahan,
sinAdntives nnarbs
upua\u Is 261 \a
analisa data, dan
statistik daerah

Kecamatan

Jumiah peseria rapat

600 Crang

40.545.000

n
'y

Aatlithol neanAc

4B
I UDHICIDE (5 SO

pencatatan
pelaporan
pelayanai
kontrasepsi dan
pengendalian
laporan

17
Vi

Kecamatan

21

Program
Peningkatan
pelayanan
kesehatan anak
balita

Prosentase kader
posyandu terlatih

41%

52

Pelzgyanan
WV nnnboboan anals
nNGoGiiawati aiian

dan balita

Jumiah posyandu

holila mamartean DAT
vaiita peHctittia Fivit

1142

Paisnodss
rOSyanou

2.220.800.000

Sumber: DPPKBPMD Tahun 2017
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